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MENTER! PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 21/PERMENTAN/TU. l20/05/2018 

TENTANG 
TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk tertib pengelolaan tata 
naskah dinas, telah ditetapkan Peraturan 
Menteri Pertanian Nomor 07 /Permentan/ 
TU.l20/2/2016 tentang Tata Naskah Dinas 
Kementerian Pertanian; 

b. bahwa dengan adanya perkembangan 
kebijakan mengenai tata naskah dinas, 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/ 
PermentanjTU.l20/2/2016 tentang Tata 
Naskah Dinas Kementerian Pertanian perlu 
ditinjau kembali; 

c. 

1. 

bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pertanian tentang Tata Naskah 
Dinas Kementerian Pertanian; 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 
Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
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Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5035); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
152, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5071); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Organisasi Kementerian Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 8); 

5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 
tentang Kementerian Pertanian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 85); 

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); 

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ 
Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organi­
sasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1243); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 ten tang 
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1788); 



Menetapkan 

- 3 -

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG 
TATA NASKAH DIN AS KEMENTERIAN 
PERTANIAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud 
dengan: 
1. Naskah Dinas adalah informasi tertulis 

sebagai alat komunikasi kedinasan yang 
dibuat oleh pejabat yang berwenang di 
lingkungan lembaga negara, pemerintahan 
daerah, perguruan tinggi negeri , Badan 
Usaha Milik NegarajBadan Usaha Milik 
Daerah (BUMN/BUMD) dalam rangka 
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 
pembangunan. 

2. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan 
tentang jenis, format, penyiapan, 
pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan 
media yang digunakan dalam komunikasi 
kedinasan. 

3. Naskah Dinas Arahan adalah Naskah 
Dinas yang memuat kebijakan pokok 
atau kebijakan pelaksanaan yang harus 
dipedomani dan dilaksanakan dalam 
penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap 
lembaga yang berupa produk hukum 
yang bersifat pengaturan, penetapan, dan 
penugasan. 

4. Penandatangan Naskah Dinas adalah pejabat 
yang menandatangani Naskah Dinas sesuai 
dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan 
pada jabatannya. 

5. Kewenangan Penandatanganan Naskah 
Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada 
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pada pejabat untuk menandatangani Naskah 
Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab kedinasan pada jabatannya. 

6. Lambang Negara adalah simbol negara 
yang dituangkan dalam gambar burung 
garuda sesuai dengan peraturan perundang­
undangan. 

7. Logo adalah gambarjhuruf sebagai identitas 
lembaga negara, pemerintahan daerah, 
perguruan tinggi negeri , dan Badan Usaha 
Milik NegarajBadan Usaha Milik Daerah. 

8. Cap Dinas adalah tulisan danjatau lambang 
tingkat jabatan dan/ a tau instansi yang 
digunakan sebagai tanda pengenal yang sah 
dan berlaku yang dibubuhkan pada ruang 
tanda tangan. 

9. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara 
sebagaimana dimaksud dalam undang­
undang yang mengatur mengenai Aparatur 
Sipil Negara. 

10. Pedoman adalah Naskah Dinas yang 
memuat acuan yang bersifat umum di 
lingkungan lembaga yang perlu dijabarkan 
ke dalam petunjuk operasionalfteknis dan 
pemberlakuannya dituangkan dalam bentuk 
peraturan dan sebagai lampiran peraturan 
terse but. 

11. Petunjuk PelaksanaanfPetunjuk Teknis 
adalah Naskah Dinas pengaturan yang 
memuat 
termasuk 

cara 
urutan 

pelaksanaan kegiatan, 
pelaksanaannya serta 

wewenang dan prosedurnya. 
12. Instruksi adalah Naskah Dinas yang memuat 

perintah berupa petunjukjarahan tentang 
pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. 

13. Standar Operasional Prosedur yang 
selanjutnya disingkat SOP adalah Naskah 
Dinas yang memuat serangkaian petunjuk 
tentang cara dan urutan kegiatan tertentu. 
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14. Sura t Eda ra n adalah Naskah Dinas yan g 
m emua t pemberitahuan tenta n g hal tertentu 
yang dianggap penting da n mendesak. 

15 . Sura t PerintahjSura t Tugas a dala h Naska h 
Dinas yang dibuat oleh a tasan atau pejabat 
yan g berwenang kepa da bawahan a tau 
pejaba t lain yang diperintah / diberi tugas, 
yang memuat apa yang harus dilakukan. 

16 . Nota Dinas adalah Na skah Dina s intem yang 
dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya di lingkungan lembaga. 

17 . Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai 
tindak lanjutjtanggapan terhadap surat 
masuk, ditulis secara jelas pada lembar 
Disposisi, tidak pada suratnya . 

18 . Sura t Dinas ada lah Na skah Dina s 
pelaksanaa n tugas seorang pejabat dalam 
m enyampaikan informasi kedinasan 
kepada pihak lain di luar lembaga yang 
bersangku tan . 

19. Surat Undangan Intem adalah Surat Dinas 
yang memuat unda ngan kepada pejabat/ 
pegawai di dalam lembaga tersebut untuk 
menghadiri suatu acara kedinasan tertentu . 

20. Surat Undangan Ekstem adalah Surat Dinas 
yang memuat undangan kepada pejabat/ 
pegawai yang tersebut pada alamat tujuan 
untuk menghadiri suatu acara kedinasan 
tertentu. 

21. Berita Acara adalah Naskah Dinas yang 
berisi tentang pernyataan bahwa memang 
telah terjadi suatu proses pelaksanaan 
kegiatan pada waktu tertentu yang harus 
ditandatangani oleh para pihak dan para 
saksi. 

22. Surat Keterangan adalah Naskah Dinas yang 
berisi informasi mengenai hal, peristiwa, 
atau tentang seseorang untuk kepentingan 
kedinasan. 
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23. Surat Pengantar adalah Naskah Dinas yang 
digunakan untuk mengantarjmenyampaikan 
barang atau naskah. 

24. Pengumuman adalah Naskah Dinas yang 
memuat pemberitahuan tentang suatu hal 
yang ditujukan kepada semua pejabat, 
pegawai, perseorangan, atau lembaga baik di 
dalam maupun di luar lembaga. 

25. Laporan adalah Naskah Dinas yang memuat 
pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu 
kegiatanjkejadian. 

26 . Telaahan Staf adalah bentuk uraian yang 
disampaikan oleh pejabat atau staf yang 
memuat analisis singkat dan jelas mengenai 
suatu persoalan dengan memberikan jalan 
keluarjpemecahan yang disarankan. 

27. Arsip adalah rekaman kegiatan atau 
peristiwa dalam berbagai bentuk dan 
media sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi yang 
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, 
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, 
perusahaan, organisasi politik, organisasi 
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 

28. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada 
pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan 
tanggung jawab mengolah semua Arsip yang 
berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip 
di lingkungannya. 

29. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada 
pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan 
tanggung jawab dalam penyelenggaraan 
kearsipan. 

Pasal 2 
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai 

acuan dalam pengelolaan Tata Naskah 
Dinas unit kerja lingkup Kementerian 
Pertanian. 
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(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk 
menciptakan kelancaran komunikasi , kese­
ragaman, kerapian (estetika) dan ketertiban 
da lam penyusunan Naskah Dinas lingkup 
Kementerian Pertanian. 

Pasal3 
a . Ruang lingkup Peraturan Menteri ini 

meliputi: 
b. jenis dan format Naskah Dinas; 
c. pembuatan Naskah Dinas; 
d. pengamanan Naskah Dinas; 
e. kewenangan penandatanganan; dan 
f. pengendalian Naskah Dinas. 

BAB II 
JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 
Urn urn 

Pasal4 
(1) Naskah Dinas terdiri atas: 

a. Naskah Dinas Arahan; 
b. Naskah Dinas Korespondensi; 
c. Naskah Dinas Khusus; 
d. Laporan; dan 
e. Telaahan Staf. 

(2) Pelaksanaan Tata Naskah Dinas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara 
elektronik diatur dengan Peraturan Menteri. 

Bagian Kedua 
Naskah Dinas Arahan 

Pasal5 
Naskah Dinas Arahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a . Naskah Dinas Pengaturan; 
b . Naskah Dinas Penetapan (Keputusan); dan 
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c . Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/ 
Surat Tugas) 

Paragraf 1 
Naskah Dinas Pengaturan 

Pasal6 
Naskah Dinas Pengaturan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: 
a. Peraturan; 
b. Pedoman; 
c . Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis; 
d. Instruksi; 
e. SOP; dan 
f. Surat Edaran. 

Pasal 7 
Peraturan, Pedoman, dan Petunjuk Pelaksanaan/ 
Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf c disusun 
dengan teknik dan format sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai pembentukan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 8 
(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf d ditetapkan dan ditanda­
tangani oleh Menteri. 

(2) Penetapan dan penandatanganan lnstruksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. 

(3) Instruksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada pihak yang 
berhak secara cepat dan tepat waktu, 
lengkap, serta aman. 

(4) Instruksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan 
format tercantum dalam Lampiran I yang 
meru pakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 
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Pasa l 9 
(1) SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf e ditetapkan dan dita ndatangani oleh 
pejabat yang berwenang a tau pejabat la in 
yang ditunjuk. 

(2) SOP sebagaimana dima ksud pada ayat (1) 
ditetapkan untuk: 

(3) menyederhanakan, memudahkan, dan 
mempercepat penyampaian petunjuk; 

(4) memudahkan pekerjaan; 
(5) memperlancar dan menyeragamkan pelak­

sanaan kegiatan; dan 
(6) meningkatkan kerja sama antara pimpinan, 

staf, dan unsur pelaksana. 
(7) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan 
sesuai dengan 

susunan 
ketentuan 

perundang-undangan yang 
mengenai penyusunan SOP. 

Pasal 10 

dan format 
peraturan 
mengatur 

(1) Surat Edaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 huruf f ditetapkan dan 
ditandatangani oleh Menteri. 

(2) Penetapan dan penandatanganan Surat 
Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilimpahkan kepada pejabat yang 
ditunjuk sesuai dengan substansi Surat 
Edaran. 

(3) Surat Edaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan kepada pihak 
yang berhak secara cepat dan tepat waktu , 
lengkap, serta aman. 

(4) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan 
format tercantum dalam Lampiran I yang 
meru pakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 
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Paragraf 2 
Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) 

Pasal 11 
(1) Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf b digunakan untuk: 
a. menetapkan 

kepegawaian , 
atau mengubah status 
personel, keanggotaan, 

material, atau peristiwa; 
b. menetapkan, mengubah, atau mem­

bubarkan suatu kepanitiaan atau 
tim;dan 

c . menetapkan pelimpahan wewenang. 
(2) Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) 
ditetapkan dengan susunan dan format 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang 
mengenai pembentukan 
perundang-undangan. 

Paragraf 3 

mengatur 
peraturan 

Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/Surat 
Tugas) 

Pasal 12 
(1) Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/ 

Surat Tugas) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf c dibuat dan ditandatangani 
oleh atasan atau pejabat yang berwenang 
berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan 
tanggung jawab. 

(2) Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/ 
Surat Tugas) sebagaimana dimaksud 
pacta ayat (1) dibuat dengan susunan dan 
format tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 
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Bagian Ketiga 
Naskah Dinas Korespondensi 

Pasal 13 
Naskah Dinas Korespondensi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) humf b terdiri 
atas: 
a. Naskah Dinas Korespondensi Intem;dan 
b . Naskah Dinas Korespondensi Ekstem. 

Paragraf 1 
Naskah Dinas Korespondensi Intem 

Pasal 14 
Naskah Dinas Korespondensi Intem sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 humf a terdiri atas: 
a. Nota Dinas; 
b . Disposisi; dan 
c . Surat Undangan Intem. 

Pasal 15 
(1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 huruf a dibuat oleh pejabat sesuai 
dengan tugas, wewenang, dan tanggung 
jawab. 

(2) Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibuat denganketentuan: 
a. tidak dibubuhi cap dinas; 
b. tembusan berlaku di lingkungan intern 

Kementerian Pertanian; dan 
c. penomoran dilakukan dengan men­

cantumkan nomor Nota Dinas, 
kode klasifikasi Arsip , kode jabatan 
penandatangan,bulan, dan tahun. 

(3) Nota Dinas sebagaimana dimaksud pacta 
ayat (1) dibuat dengan susunan dan 
format tercantum dalam Lampiran yang 
mempakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 16 
(1) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 huruf b dibuat oleh pejabat sesuai 
dengan tugas, wewenang, dan tanggung 
jawab. 

(2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disampaikan satu kesatuan dengan surat 
masuk. 

(3) Disposisi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibuat dengan susunan dan 
format tercantum dalam Lampiran yang 
meru pakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

(1) 
Pasa117 

Surat Undangan 
dimaksud dalam 
ditandatangani oleh 

Intern 
Pasal 
pejabat 

tugas, fungsi , wewenang, 
jawab. 

se bagaimana 
14 huruf c 
sesuai dengan 
dan tanggung 

(2) Surat Undangan Intern sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan 
susunan dan format tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Paragraf 2 
Naskah Dinas Korespondensi Ekstem 

Pasal 18 
Naskah Dinas Korespondensi Ekstern sebagai­
mana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri 
atas: 
a. Surat Dinas; dan 
b. Surat Undangan Ekstern. 

Pasal19 
(1) Surat Dinas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 huruf a ditandatangani 
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oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi , 
wewenang, dan tanggung jawab. 

(2) Surat Dinas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada pihak yang 
berhak secara cepat dan tepat waktu, 
lengkap serta aman. 

(3) Surat Dinas sebagaimana dimaksud 

(1) 

pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan 
format tercantum dalam Lampiran I yang 
meru pakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

Pasal20 
Surat Undangan 
dimaksud dalam 

Ekstern 
Pasal 

sebagaimana 
18 huruf b 

ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan 
tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung 
jawab. 

(2) Surat Undangan Ekstern sebngaimana 
dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan 
tertentu dapat berbentuk kartu. 

(3) Surat Undangan Ekstern sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat 
dengan susunan dan format tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Bagian Keempat 
Naskah Dinas Khusus 

Pasal21 
Naskah Dinas Khusus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas: 
a. Surat Perjanjian; 
b. Surat Kuasa; 
c. Berita Acara; 
d. Surat Keterangan; 
e. Surat Pengantar; dan 
f. Pengumuman. 
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Pasal22 
(1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 huruf a meliputi perjanjian 
dalam negeri dan pe:rjanjian internasional. 

(2) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan 
dan format sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai pedoman penyusunan 
naskah perjanjian. 

Pasal23 
(1) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 huruf b meliputi Surat Kuasa biasa 
dan Surat Kuasa untuk penandatanganan 
pe:rjanjian intemasional (full powers) . 

(2) Surat Kuasa untuk penandatanganan 
pe:rjanjian intemasional (full powers) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri 
yang memberikan kuasa kepada satu atau 
beberapa. 

(3) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan 
format tercantum dalam Lampiran I yang 
meru pakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

Pasal24 
(1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 huruf c dapat disertai lampiran. 
(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sebagai dokumen tambahan dapat 
berisi: 
a . laporan; 
b. notulensi; 
c. memori;dan/ a tau 
d. daftar aset/ Arsip terkait. 

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud 
pad a ayat ( 1) dibuat dengan susunan dan 
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forma t tercantum dalam La mpiran I yan g 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini . 

Pa sal 25 
(1 ) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 huruf d dibuat da n 
ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan 
tugas, wewenang, dan tanggung jawab. 

(2 ) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan 
format tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

Pasal 26 
(1 ) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud 

dalam Pa sal 21 huruf e dibuat dan 
ditandatangani oleh pejabat baik yang 
mengirim dan menerima sesuai dengan 
tugas, wewenang, dan tanggung jawab. 

(2) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud 
pacta ayat (1) dikirim dalam dua ra ngkap 
meliputi lembar pertama untuk penerima 
dan lembar kedua untuk pengirim. 

(3) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan 
format tercantum dalam Lampiran I yang 
meru pakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

Pasal27 
(1 ) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 huruf f dibuat dan ditandatangani 
oleh pejabat yang berwenang atau pejabat 
lain yang ditunjuk. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud 
pacta ayat (1) dibuat dengan susunan dan 
format tercantum dalam Lampiran I yang 
meru pakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 
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Bagian Kelima 
Laporan 

Pasal28 
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf d dibuat oleh 
pejabat/ staf yang diberi tugas. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditandatangani oleh pejabatjstaf 
yang diserahi tugas. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibuat dengan susunan dan 
format tercantum dalam Lampiran yang 
meru pakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

Bagian Keenam 
Telaahan Staf 

Pasal29 
(1) Telaahan Staf sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf e dibuat olehpejabat/ 
staf. 

(2) Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditandatangani oleh pejabatjstaf 
yangmembuat. 

(4) Telaahan Staf ·sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan 
format tercantum dalam Lampiran I yang 
meru pakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteriini. 

BAB III 
PEMBUATAN NASKAH DINAS 

Pasal30 
(1) Setiap Naskah Dinas harus merupakan 

intisari dari pemikiran yang ringkas dan jelas 
sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya 
Naskah Dinas yang disusun secara 
sistema tis. 
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(2) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memenuhisyarat: 
a. mencerminkan ketelitian dan 

kec~rmatan , baik dalam bentuk, 
susunan, pengetikan, isi, struktur, 
kaidah bahasa maupun penerapan 
kaidah ejaan di dalam pengetikan; 

b. memperlihatkan kejelasan maksud dari 
materi yang dimuat; 

c. menggunakan bahasa Indonesia yang 
formal, logis secara efektif, singkat, 
padat, dan lengkap sehingga mudah 
dipahami bagi pihak yang menerima; 
dan 

d. mengikuti aturan baku yang berlaku 
sehingga dapat menjamin terciptanya 
Arsip yang autentik dan dapat 
diandalkan (reliable). 

(3) Penggunaan bahasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c harus 
memperhatikan ketentuan mengenai 
pemakaian: 

a. kata dan kalimat dalam susunan yang baik 
dan benar sesuai dengan kaidah tata bahasa 
baku bahasa Indonesia dan Kamus Besar 
Bahasa Indonesia;dan 

b. Ejaan Bahasa Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur mengenai pedoman umum 
Ejaan Bahasa Indonesia. 

Pasal31 
Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30, Naskah Dinas dalam: 
a. penomoran; 
b. penggunaan kertas, amplop, dantinta; 
c. ketentuan jarak spasi, jenis dan ukuran 

huruf, serta kata penyambung; 
d. penentuan batasjruang tepi; 
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e. nomor halaman; 
f. tembusan; 
g. la mpiran; 
h. penggunaan Lambang Negara, Logo lembaga, 

atau instansi; 
1. pengaturan paraf dan penggunaan cap;dan 
J. perubahan, pencabutan, pembatalan, dan 

ralat , sesuai dengan ketentuan tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

BABIV 
PENGAMANAN NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 
Klasifika si Keamanan 

Pasal32 
Naskah Dinas memiliki klasifikasi keamanan yang 
meliputi: 
a . sangat rahasia; 
b . rahasia; 
c . terbatas;dan 
d. biasajterbuka. 

Pasal33 
(1) Kla sifikasi keamanan sangat rahasia sebagai­

mana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a jika 
fisik dan informasinya diketahui oleh pihak 
yang tidak berhak dapat membahayakan 
kedaula tan negara, keutuhan wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
keselamatannegara. 

(2) Klasifikasi keamanan rahasia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 huruf bjika: 
a . fisik dan informasinya diketahui 

oleh pihak yang tidak berhak dapat 
mengakibatkan terganggunya fungsi 
penyelenggaraan negara, sumber 
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daya nasional, ketertiban umum, dan 
ekonomi makro; danjatau 

b. informasinya bersifat sensitif baik bagi 
lembaga maupun perorangan akan 
menimbulkan kerugian yang serius 
terhadap pribadi (privacy), keuntungan 
kompetitif, hilangnya kepercayaan, 
serta merusak kemitraan danreputasi. 

(3) Klasifikasi keamanan terbatas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 huruf c jika fisik 
dan informasinya diketahui oleh pihak 
yang tidak berhak dapat mengakibatkan 
terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas 
lembaga. 

(4) Klasifikasi keamanan biasajterbuka sebagai­
mana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d jika 
fisik dan informasinya dibuka untuk umum 
tidak membawa dampak apapun terhadap 
keamanannegara. 

(1) Naskah 

Bagian Kedua 
Hak Akses 

Pasal34 
Dinas berklasifikasi sangat 

rahasia, rahasia, dan terbatas, hak akses 
diberikankepada: 
a. Menteri; 
b. pejabat setingkat dibawahnya jika telah 

diberikan izin; 
c. pengawas intemal/ eksternal;dan/ a tau 
d. aparat penegakhukum. 

(2) Naskah Dinas berklasifikasi biasa/terbuka, 
hak akses diberikan kepada semua tingkat 
pejabat dan staf yang berkepentingan. 

Bagian Ketiga 
Kode Derajat 
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Pasal35 
(1) Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi 

keamanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 dan Hak akses sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34, diberikan kode 
derajat pengamanan di amplop dan di 
sebelah kiri atas NaskahDinas. 

(2) Selain diberikan kode derajat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) , Naskah Dinas 
berklasifikasi sangat rahasia dan rahasia 
menggunakan amplop rangkapdua. 

(3) Kode derajat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ) terdiri atas: 
a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan 

kode SR dengan m enggunakan tinta 
warna merah; 

b . 

c. 

Naskah Dinas 
kode 'R ' dengan 
warnamerah; 
Naskah Dinas 
kode 'T' dengan 
hitam;dan 

rahasia diberikan 
menggunakan tinta 

terbatas diberikan 
menggunakan tinta 

d . Naskah Dinas biasajterbuka diberikan 
kode 'B' dengan menggunakan tinta 
hi tam. 

BABV 
KEWENANGAN PENANDATANGAN 

Pasal36 
(1 ) Kewenangan melaksanakan dan menanda­

tangani Naskah Dinas antarlembaga yang 
bersifat kebijakan, keputusan, atau arahan 
berada pada Menteri. 

(2 ) Kewenangan melaksanakan dan menanda­
tangani Naskah Dinas yang tidak bersifat 
kebijakan, keputusan, atau arahan dapat 
dilimpahkan kepada pejabat tinggi madya 
atau pejabat lain yang diberi kewenangan 
untuk menandatangani. 
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(3) Kewenangan sebagaima na dimaksud pa da 
ayat (1) dan ayat (2 ) tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
t erpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal37 
(1) Garis kewenangan digunakan jika Surat 

Dinas ditandatangani oleh pejabat yang 
mendapat pelimpahan dari pejabat yang 
berwenang. 

(2) Penandatanganan Surat Dinas yang 
menggunakan garis kewenangan sebagai­
mana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilaksanakan dengan: 
a . Atas Nama (a.n.); 
b . Untuk Beliau (u.b .); 
c . Pelaksana Tugas (Plt.) ; atau 
d . Pelaksana Harian (Plh.). 

(3) Penggunaan Atas Nama (a.n.), Untuk Beliau 
(u .b .), Pelaksana Tugas (Plt .), atau Pelaksana 
Harian (Plh.) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan 
tercantum dalam Lampiran III yang 
meru pakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

BAB VI 
PENGENDALIAN NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 
Naskah Dinas Masuk 

Pasal38 
(1) Naskah Dinas masuk diterima dari orang, 

lembaga, atau instansi lain. 
(2) Penerimaa n Naskah Dinas masuk 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipusatkan di Unit Kearsipan atau unit 
lain yang menyelenggarakan fungsi 
kesekretariatan . 
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(3) Penerimaan Naskah Dinas masuk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dianggap sah jika diterima oleh petugas 
atau pihak yang berhak menerima di 
Unit Kearsipan atau unit lain yang 
menyelenggarakan fungsi kesekretariatan . 

(4) Naskah Dinas masuk yang disampaikan 
langsung kepada pejabat atau staf 
Unit Pengolah harus diregistrasikan 
di Unit Kearsipan atau unit lain yang 
menyelenggarakan fungsi kesekretariatan. 

Pasal39 
Pengendalian Naskah Dinas masuk dilaksanakan 
melalui tahapan: 
a. penerimaan; 
b . pencatatan; 
c. pengarahan;dan 
d. penyampaian. 

Paragraf 1 
Penerimaan 

Pasal40 
Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
39 huruf a, untuk Naskah Dinas masuk yang 
diterima dalam sampul tertutup dikelompokkan 
berdasarkan kategori klasifikasi keamanan Sangat 
Rahasia (SR), Rahasia (R) , Terbatas (T), dan 
Biasa (B). 

Paragraf 2 
Pencatatan 

Pasal41 
(1 ) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 39 huruf b dilakukan dengan 
melakukan registrasi N askah Dinas pada 
sarana pengendalian N askah Dinasmasuk. 
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(2) Registrasi Naskah Dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiriatas : 
a . nomor urut; 
b. tanggal penerimaan; 
c . tanggal dan nomor Naskah Dinas; 
d. asal Naskah Dinas; 
e . isi ringkas Naskah Dinas; 
f. unit kerja yang dituju; dan 
g. keterangan. 

(3) Sarana pengendalian Naskah Dinas Masuk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa: 
a . buku agenda; 
b. kartu kendali; dan/ a tau 
c . agenda elektronik. 

Paragraf 3 
Pengarahan 

Pasal42 
Pengarahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
39 huruf c dilakukan untuk: 
a . kategori sangat rahasia, rahasia, dan 

terbatas, disampaikan langsung kepada Unit 
Pengolah yang dituju; dan/ a tau 

b . kategori biasajterbuka, dengan membuka, 
membaca, dan memahami keseluruhan 
isi dan maksud Naskah Dinas untuk 
mengetahui Unit Pengolah yang akan 
menindaklanjuti . 

Paragraf 4 
Penyampaian 

Pasal43 
(1 ) Penyampaian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 39 huruf d dilakukan kepada Unit 
Pengolah sesuai dengan arahan dengan bukti 
penyampaian Naskah Dinas. 
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(2) Bukti penyampaian Naskah Dinas sebagai­
mana dimaksud pada ayat (1) memuat 
informasi mengenai: 
a. nomor urut pencatatan; 
b. tanggal dan nomor Naskah Dinas; 
c. asal naskah dinas; 
d. isi ringkas Naskah Dinas; 
e . unit kerja yang dituju; 
f. waktu penerimaan; dan 
g. tanda tangan dan nama penerima di 

unit pengolah. 
(3) Bukti penyampaian Naskah Dinas sebagai­

mana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa 
buku ekspedisi atau lembar tanda terima 
penyampaian. 

Bagian Kedua 
Naskah Dinas Keluar 

Pasal44 
(1) Naskah Dinas keluar dikirim ke orang, 

instansi, atau lembagalain. 
(2) Pengiriman Naskah Dinas keluar sebagai­

mana dimaksud pada ayat ( 1) dipusatkan 
dan diregistrasi di Unit Kearsipan atau 
unit lain yang menyelenggarakan fungsi 
kesekretariatan termasuk Naskah Dinas 
yang dikirimkan langsung oleh pejabat atau 
staf Unit Pengolah. 

(3) Sebelum dilakukan registrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan 
pemeriksaan kelengkapan Naskah Dinas 
yang meliputi: 
a. nomor Naskah Dinas; 
b. cap dinas; 
c. tanda tangan; 
d. alamat yang dituju; dan 
e. lampiran (jika ada). 
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Pasal45 
Pengendalian Naskah Dinas keluar dilaksanakan 
melalui tahapan: 
a. pencatatan; 
b. penggandaan; 
c. pengiriman;dan 
d. penyimpanan. 

Paragraf 1 
Pencatatan 

Pasal46 
(1) Pencatatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 45 huruf a dilakukan dengan 
melakukan registrasi Naskah Dinas pada 
sarana pengendalian Naskah Dinas Keluar. 

(2) Sarana pengendalian Naskah Dinas keluar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat informasi: 
a. nomor urut; 
b. tanggal pengiriman; 
c. tanggal dan nomor Naskah Dinas; 
d. tujuan Naskah Dinas; 
e. isi ringkas Naskah Dinas; dan 
f. keterangan. 

(3) Sarana pengendalian Naskah Dinas keluar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa: 
a. buku agenda; 
b. kartu kendali; dan/ a tau 
c . agenda elektronik. 

Paragraf 2 
Penggandaan 

Pasal47 
(1 ) Penggandaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 45 huruf b dilakukan dengan 
memperbanyak Naskah Dinas dengan sarana 
reproduksi yang tersedia sesu ai dengan 
kebutuhan. 
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(2) Penggandaan Naskah Dinas sebagaimana 
dimaksud pacta ayat (1) dilakukan setelah 
Naskah Dinas keluar ditandatangani oleh 
pejabat yang berhak. 

(3) Penggandaan Naskah Dinas keluar dengan 
kategori klasifikasi keamanan sangat 
rahasia, rahasia, dan terbatas harus diawasi 
secara ketat. 

Paragraf 3 
Pengiriman 

Pasal48 
(1) Pengiriman sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 45 huruf c dilakukan oleh Unit 
Pengolah dengan memasukan Naskah 
Dinas keluar ke dalam amplop dengan 
mencantumkan alamat lengkap dan nomor 
Naskah Dinas sesuai dengan kategori 
klasifikasi keamanan Sangat Rahasia (SR), 
Rahasia (R), Terbatas (T), dan Biasa (B). 

(2) Naskah Dinas dengan kategori klasifikasi 
keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia 
(R), dan Terbatas (T) dimasukkan ke dalam 
amplop kedua dengan hanya mencantumkan 
alamat yang dituju dan pembubuhan cap 
dinas. 

(3) Untuk mempercepat proses tindak lanjut 
Naskah Dinas juga dapat dikirimkan secara 
khusus dengan menambahkan tanda u.p 
(untuk perhatian) diikuti nama jabatan yang 
menindaklanjuti di bawah nama jabatan 
yang dituju. 

(4) Pengiriman N askah 
kategori kecepatan 
meliputi: 

Dinas menggunakan 
penyampaian yang 

a. sangat segerajkilat, harus diselesaikan, 
dikirim, atau disampaikan pacta hari 
yang sama dengan batas waktu 24 (dua 
puluh empat) jam; 
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b . segera, h a rus diselesaikan, dikirim, 

atau disampaikan dalam waktu 2 x 24 
(dua kali dua puluh empat) jam; dan/ 
a tau 

c . biasa, harus diselesaikan , dikirim, atau 
disampaikan menurut urutan yang 
diterima oleh bagian pengiriman sesuai 
dengan jadwal perjalanan carakajkurir. 

Paragraf 4 
Penyimpanan 

Pasal49 
(1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 45 huruf d dilakukan oleh 
Unit Pengolah dan Unit Kearsipan dengan 
mendokumentasikan berupa sarana 
pengendalian Naskah Dinas dan pertinggal 
Naskah Dinas keluar. 

(2) ?ertinggal Naskah Dinas keluar y&ng 
disimpan merupakan Naskah Dinas asli yang 
diparaf oleh pejabat sesuai dengan jenjang 
kewenangannya . 

(3) Penyimpanan pertinggal Naskah Dinas 
keluar diberkaskan menjadi satu kesatuan 
dengan Naskah Dinas masuk yang memiliki 
informasi atau subyek yang sama. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 50 
Ketentuan penomoran Peraturan Menteri 
dengan susunan nomor naskah dan tahun terbit 
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II , mulai 
berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. 

Pasal 51 
Pada saat Peraturan Menteri ini 
berlaku, Peraturan Menteri Pertanian 
07 /Permentan/TU. l20/2/2016 tentang 

mulai 
Nomor 

Tata 
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Naskah Dinas Kementerian Pertanian (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
261), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal52 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 18 Mei 2018 

DIREKTUR JENDERAL 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Mei 2018 

UBLIK INDONESIA, 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 655 



LAMPIRAN I 

PERATURAN MENTER! PERTANIAN 

REPUBLIKINDONESIA 

NOMOR 21 / PERMENTAN/TU. l20/05/ 20 18 
TENTANG 

TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN 

SUSUNAN DAN FORMAT NASKAH DINAS 

A. SUSUNAN DAN FORMAT NASKAH DINAS PENGATURAN 

1. lnstruksi 
Susunan Instruksi t~rdiri a tas: 

a. Kepala 
Bagian kepala lnstruksi terdiri atas: 
1) kop lnstruksi yang ditandatangani Menteri 

menggunakan lambang negara, yang disertai 
nama jabatan dengan huruf kapital secara 
simetris; 

2) kata Instruksi dan nama jabatan pejabat yang 
menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital 
secara simetris; 

3) nomor Instruksi, yang ditulis dengan huruf 
kapital secara simetris; 

4) kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital 
secara simetris; 

5) judul Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital 
secara simetris; dan 

6) nama jabatan pejabat yang menetapkan 
Instruksi, yang ditulis dengan huruf ka pital, 
dan diakhiri dengan tanda baca koma secara 
simetris. 

b. Konsiderans 
Bagian konsiderans Instruksi terdiri atas: 
1) kata Menimbang, yang memuat latar belakang 

penetapan lnstruksi; dan 
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2) kata Mengingat, yang memuat dasar hukum 
sebagai landasan penetapan Instruksi . 

c . Batang Tubuh 
Bagian batang tubuh Instruksi memuat substansi 
Instruksi. 

d. Kaki 
Bagian kaki Instruksi ditempatkan di sebelah kanan 
bawah, yang terdiri atas : 
1) tempat (kota sesuai dengan alamat lembaga) dan 

tanggal penetapan Instruksi; 
2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang 

ditulis tlengan huruf kapital dan diakhiri dengan 
tanda koma; 

3) tanda tangan 

4) 
Instruksi; dan 
nama lengkap 
yang ditulis 

pejabat yang menetapkan 

pejabat yang menandatangani, 
dengan huruf kapital, tanpa 

mencantumkan gelar. 

Instruksi ditetapkan sesuai dengan Format 1. 

2. Surat Edaran 

Susunan Surat Edaran terdiri atas: 

a. Kepala 
Bagian kepala Surat Edaran terdiri atas: 
1) kop Surat Edaran yang ditandatangani sendiri 

atau atas nama Menteri menggunakan lambang 
negara, yang disertai nama jabatan Menteri 
dengan huruf kapital secara simetris; 

2) kop Surat Edaran yang ditandatangani oleh 
pejabat selain Menteri dan Sekretaris Jenderal 
menggunakan Logo, yang disertai nama lembaga 
dengan huruf kapital secara simetris; 

3) tulisan Surat Edaran, yang dicantumkan di 
bawah lambang negara atau Logo lembaga, 
ditulis dengan huruf kapital serta nomor Surat 
Edaran di bawahnya secara simetris; 
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4) kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata 
Surat Edaran ditulis dengan huruf kapital 
secara simetris; dan 

5) rumusan judul Surat Edaran, yang ditulis 
dengan huruf kapital secara simetris di bawah 
kata tentang. 

b . Batang Tubuh 
Bagian batang tubuh Surat Edaran terdiri atas: 
1) Latar belakang tentang perlunya dibuat Surat 

Edaran; 
2) Maksud dan tujuan dibuatnya Surat Edaran; 
3) Ruang lingkup diberlakukannya Surat Edaran; 
4) Peraturan perundang- undangan atau Naskah 

Dinas lain yang menjadi dasar pembuatan Surat 
Ed a ran; 

5) lsi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap 
mendesak. 

c. Kaki 
Bagian kaki Surat Edaran ditempatkan di sebelah 
kanan yang terdiri atas: 
1) tempat dan tanggal penetapan; 
2) nama jabatan pejabat penandatangan, yang 

ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan 
tanda baca koma; 

3) tanda tangan pejabat penandatangan; 
4) nama lengkap pejabat penandatangan, yang 

ditulis dengan huruf kapital; dan 
5) cap dinas. 

Surat Edaran dibuat sesuai dengan Format 2a dan Format 
2b. 

B. SUSUNAN DAN FORMAT NASKAH DINAS PENUGASAN (SURAT 
PERINTAH/SURAT TUGAS) 

Susunan Naskah Dinas Penugasan (Surat PerintahjSurat 
Tugas) terdiri atas: 

1. Kepala 

Bagian kepala Surat PerintahjSurat Tugas terdiri atas: 
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a. kop Surat PerintahfSurat Tugas berupa Lambang 
Negara atau Logo; 

b . kata Surat PerintahfSurat Tugas, ditulis dengan 
huruf kapital secara simetris; dan 

c. nomor, berada di bawah tulisan Surat Perintah/Surat 
Tugas . 

2 . Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh Surat Perintahf Surat Tugas terdiri 
atas: 

a. Konsiderans meliputi pertimbangan danfatau dasar: 
1) pertimbangan memuat alasan ditetapkannya 

Surat PerintahfSurat Tugas; dan 
2) dasar memuat ketentuan yang dijadikan 

landasan ditetapkannya Surat Perintah/ Surat 
Tugas. 

b . Diktum dimulai dengan kata memberi perintah/ 
memberi tugas, secara simetris, diikuti kata kepada 
di tepi kiri disertai nama dan jabatan pegawai yang 
mendapat tugas. 

c. Dalam hal tugas diberikan secara kolektif, daftar 
pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran 
yang terdiri atas kolom: 
1) nomor urut; 
2) nama; 
3) pangkat; 
4) Nomor Induk Pegawai (NIP); 
5) jabatan; dan 
6) keterangan. 

d. Di bawah kata kepada ditulis kata untuk yang berisi 
tentang tugas yang harus dilaksanakan. 

3. Kaki 

Bagian kaki Surat Perintah/ Surat Tugas ditempatkan di 
sebelah kanan bawah yang terdiri atas: 

a . tempat dan tanggal Surat Perintah/Surat Tugas; 

b. nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang 
ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal 
kata, dan diakhiri dengan tanda baca koma; 
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c. tanda tangan pejabat yang menugasi; 

d . nama lengkap pejabat yang menandatangani Surat 

Perintah/ Surat Tugas, yang ditulis dengan huruf 
awa l kapital pada setiap awal kata; dan 

e. cap dinas. 

Surat Perintah dibuat sesuai dengan Format 3a dan 

Format 3b sedangkan Surat Tugas dibuat sesuai dengan 
Format 3c. 

C. SUSUNAN DAN FORMAT NASKAH DINAS KORESPONDENSI 
INTERN 

1. Nota Dinas 

Susunan Nota Dinas terdiri atas: 

a . Kepala 
Bagian kepala Nota Dinas terdiri atas: 

1) kop Nota Dinas terdiri dari nama lembaga/ 
instansi dan unit kerja yang ditulis secara 

simetris di tengah atas; 

2) kata Nota Dinas, yang ditulis dengan huruf 
kapital secara simetris; 

3) kata nomor, yang d itulis dengan huruf kapital 
secara simetris; 

4) kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital, 
diikuti dengan tanda baca titik; 

5) kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal 

kapital; 

6) kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital; 

dan 

7) kata Tanggal, yang ditulis dengan huruf awal 

kapital . 

b. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh Nota Dinas terdiri atas alinea 
pembuka, isi, dan penutup yang singkat, padat, dan 

jelas. 
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c. Kaki 
Bagian kaki Nota Dinas terdiri atas tanda tangan, 
nama pejabat tanpa gelar dan NIP, dan ditambahkan 
tembusan jika diperlukan. 

Nota Dinas dibuat sesuai dengan Format 4 . 

2. Disposisi 
a. sifat atau kecepatan penyampaian yang dicantumkan 

dalam lembar Disposisi meliputi sangat segera, 
segera, dan biasa; dan 

b. klasifikasi keamanan yang dicantumkan meliputi 
sangat rahasia, rahasia, dan biasa. 

Disposisi Sekretaris Jenderal dibuat sesuai dengan 
Format 5. 

3. Surat Undangan Intern 

Susune..n Surat Undangan Intern terdiri atas: 

a. Kepala 
Bagian kepala Surat Undangan Intern terdiri atas: 
1) kop Surat Undangan Intern yang ditandatangani 

sendiri atau atas nama Menteri menggunakan 
lambang negara, yang disertai nama lembaga/ 
instansi dengan huruf kapital secara simetris; 

2) kop Surat Undangan Intern yang ditandatangani 
oleh pejabat selain Menteri dan Sekretaris 
Jenderal lembagafinstansi negara menggunakan 
Logo, yang disertai nama lembagajinstansi 
dengan huruf kapital secara simetris; 

3) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik 
di sebelah kiri di bawah kop Surat Undangan 
Intern; 

4) tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah 
kanan atas sejajar / sebaris dengan nomor; dan 

5) kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti 
dengan nama jabatan dan alamat yang dikirimi 
Surat Undangan Intern ijika diperlukan). 
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b. Batang Tubuh 
Bagian batang tubuh Surat Undangan Intern terdiri 
atas: 
1) alinea pembuka; 
2) isi surat undangan intern , yang meliputi hari , 

tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan 
3) alinea penutup. 

c. Kaki 
Bagian kaki Surat Undangan Intern terdiri dari nama 
jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital , tanda 
tangan, nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal 
kapital, dan NIP. 

d. Lampiran ijika diperlukan) 
1) lampiran surat, nomor surat, dan tanggal, diketik 

sebelah kanan atas; 
2) nama jabatan yang dikirimi Surat Undangan 

Inte1n 
3) dapat diketik di sebelah kiri lampiran; dan 
4) nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal 

kapital, tanda tangan, nama pejabat yang ditulis 
dengan huruf awal kapital, dan NIP. 

Surat Undangan Intern dibuat sesuai dengan Format 6a, 
Format 6b, dan Format 6c. 

D. SUSUNAN DAN FORMAT NASKAH DINAS KORESPONDENSI 
EKSTERN 

1. Surat Dinas 

Bentuk Surat Dinas menggunakan format fUll block style. 

Susunan Surat Dinas terdiri atas: 

a. Kepala 
Bagian kepala Surat Dinas terdiri atas: 
1) kop Surat Dinas yang ditandatangani sendiri 

atau atas nama Menteri rnenggunakan lambang 
negara, yang disertai nama lernbagajinstansi 
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dengan huruf kapital secara sirnetris da n h anya 
digunakan pada ha.lam.an pertama Surat Dinas; 

2 ) kop Surat Dinas yang ditandatangani oleh 
pejabat selain Menteri menggunakan Logo, yang 
disertai nama lembaga j instansi dengan huruf 
kapital secara simetris dan hanya digunakan 
pada halamn pertama Surat Dinas; 

3) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik 
dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di 
bawah kop Surat Dinas. Dalam hal disertai 
lampiran, pada kolorn Lampiran dicantumkan 
jumlahnya, untuk: 
a) dua suku kata atau kurang ditulis 

hurufnya; atau 
b) lebih dari dua suku kata ditulis angkanya. 
sedangkan Hal berisi pokok Surat Dinas 
sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf 
awal kapital pada setiap unsumya , tanpa 
diakhiri tanda baca; 

4) tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah 
kanan atas sejajarjsebaris dengan nomor; 

5) kata Yth., yang ditulis di bawah Hal, diikuti 
dengan nama jabatan yang dikirimi surat; dan 

6) alamat surat, yang ditulis di bawah Yth. 

b . Batang Tubuh 
Bagian batang tubuh Surat Dinas terdiri atas alinea 
pembuka, isi, dan penutup. 

c . Kaki 
Bagian kaki Surat Dinas ditempatkan di sebelah 
kanan bawah, yang terdiri atas: 
1) nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal 

kapital , diakhiri tanda baca koma; 
2) tanda tangan pejabat; 
3) nama lengkap pejabat/ penandatangan, yang 

ditulis dengan huruf awal kapital; 
4) NIP; 
5) stempeljcap dinas, yang digunakan sesuai 

dengan ketentuan; dan 
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6) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat 
penerima ijika ada). 

Surat Dinas dibuat sesuai dengan Format 7a dan 
Format 7b. 

2. Surat Undangan Ekstern 

Susunan Surat Undangan Ekstern terdiri atas: 

a. Kepala 
Bagian kepala Surat Undangan Ekstern terdiri atas: 
1) kop Surat Undangan Ekstem yang ditanda-

tangani sendiri atau 
menggunakan lam bang 
nama lembagajinstansi 
secara simetris; 

atas nama Menteri 
negara, yang disertai 
dengan huruf kapital 

2) kop Surat Undangan Ekstern yang ditanda­
tangani oleh pejabat selain Menteri dan 
Sekretaris Jenderal menggunakan Logo , yang 
disertai nama lembaga/ instansi dengan huruf 
kapital secara simetris; 

3) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik 
di sebelah kiri di bawah kop Surat Undangan 
Ekstern; 

4) tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah 
kanan atas sejajar/ sebaris dengan nomor; dan 

5) kata Yth., yang ditulis di bawah Hal, yang diikuti 
dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi 
Surat Undangan Ekstern ijika diperlukan) . 

b. Batang Tubuh 
Bagian batang tubuh Surat Undangan Ekstern terdiri 
atas: 
1) alinea pembuka; 
2) isi Surat Undangan Ekstern, yang meliputi hari , 

tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan 
3) alinea penutup. 

c. Kaki 
Bagian kaki Surat Undangan Ekstern terdiri atas 
nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, 
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tanda tangan, nama pejabat yang ditulis dengan 
huruf awal kapital, dan NIP. 

d . Lampiran Uika diperlukan) 
1) lampiran surat, nomor surat, dan tanggal, diketik 

sebelah kanan atas; 
2) nama jabatan yang dikirilni Surat Undangan 

Ekstem dapat diketik di sebelah kiri lampiran; 
dan 

3) nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal 
kapital , tanda tangan, nama pejabat yang ditulis 
dengan huruf awal kapital , dan NIP. 

Surat Undangan Ekstern dibuat sesuai dengan Format 6a, 
Format 6b, dan Format 6c, sedangkan Surat Undangan 
Ekstem berupa kartu undangan dibuat sesuai dengan 
Format 8. 

E. SUSUNAN DAN FORMAT NASKAH DINAS KHUSUS 

1. Surat Kuasa 
Susunan Surat Kuasa terdiri atas: 

a. Kepala 

Bagian kepala Surat Kuasa terdiri atas: 
1) kop Surat Kuasa terdiri atas Logo dan nama 

lembaga, yang diletakkan secara simetris dan 
ditulis dengan huruf kapital; 

2) judul Surat Kuasa; dan 
3) nomor Surat Kuasa. 

b . Batang tubuh 
Bagian batang tubuh Surat Kuasa memuat materi 
yang dikuasakan. 

c. Kaki 
Bagian kaki Surat Kuasa memuat 
tempat, tanggal, bulan, dan tahun 
serta nama dan tanda tangan para 

keterangan 
pembuatan 

pihak yang 
berkepentingan, dan dibubuhi meterai sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
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Surat Kuasa dibuat sesuai dengan Format 9a dan 
Format 9b. 

2 . Berita Acara 
Susunan Berita Acara terdiri atas: 

a. Kepala 
Bagian kepala Berita Acara terdiri atas: 
1) kop Berita Acara, terdiri atas Lambang Negara/ 

Logo dan nama lembaga/ instansi diletakkan 
secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; 

2) judul Berita Acara; dan 
3) nomor Berita Acara. 

b . Batang Tubuh 
Bagian batang tubuh Berita Acara terdiri atas: 
1) tulisan hari, tanggal, bulan, dan tahun , serta 

nama dan jabatan para pihak yang membuat 
Berita Acara; 

2) substansi Berita Acara; 
3) keterangan yang menyebutkan ada..nya lampiran; 

dan 
4) penutup yang menerangkan bahwa Berita Acara.. 

ini dibuat dengan se benar-benamya. 

c. Kaki 
Bagian kaki Berita Acara memuat tempat 
pelaksanaan penandatanganan nama jabatan/ 
pejabat dan tanda tangan para pihak dan para saksi. 

Berita Acara dibuat sesuai dengan Format 10. 

3. Surat Keterangan 

Susunan Surat Keterangan terdiri atas: 

a. Kepala 
Bagian kepala Surat Keterangan terdiri atas: 
1) kop Surat Keterangan , terdiri atas Logo dan 

nama lembagafinstansi diletakkan secara 
simetris dan ditulis dengan huruf kapital; 

2) judul Surat Keterangan; dan 
3) nomor Surat Keterangan. 
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3. Batang Tubuh 
Bagian batang tubuh Surat Keterangan memuat 
pejabat yang menerangkan mengenai sesuatu hal, 
peristiwa, atau tentang seseorang yang diterangkan, 
maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Keterangan. 

c. Kaki 
Bagian kaki Surat Keterangan memuat keterangan 
tempat, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda 
tangan, dan nama pejabat yang membuat Surat 
Keterangan. Posisi bagian kaki terletak pada bagian 
kanan bawah. 

Surat Keterangan dibuat sesuai dengan Format 11. 

4. Surat Pengantar 

Susunan Surat Pengantar terdiri atas: 

a. Kepala 
Bagian kepala Surat Pengantar terdiri atas: 
1) kop Surat Pengantar; 
2) nomor; 
3) tanggal; 
4) nama jabatanjalamat yang dituju; dan 
5) tulisan Surat Pengantar yang diletakkan secara 

simetris. 

b . Batang Tubuh 
Bagian batang tubuh Surat Pengantar dalam bentuk 
kolom terdiri atas: 
1) nomor uru t; 
2) jenis yang dikirim; 
3) banyaknya naskah/ barang; dan 
4) keterangan. 

c. Kaki 
Bagian kaki Surat Pengantar terdiri atas: 
1) pengirim yang berada di sebelah kanan, yang 

meliputi: 
2) nama jabatan pembuat pengantar; 
3) tanda tangan; 
4) nama dan NIP; dan 
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5) stem pel j a batan j lembaga. 
5) penerima yang berada di sebelah kiri , yang 

meliputi: 
6) nama jabatan penerima; 
7) tanda tangan; 
8) nama dan NIP; 
9) cap lembaga lemba ga; 
1 0) nomor telepon j fa ksimile; dan tanggal 

penerimaan. 

Surat Pengantar dibuat sesuai dengan Format 12. 

5 . Pengumuman 
Susunan Pengumuman terdiri atas : 

a. Kepala 
Bagian kepala Pengumuman terdiri atas: 
1) kop Pengumuman terdiri atas Logo Kementerian 

Pertanian dan nama instansi, yang ditulis 
d~ngan huruf kapital10ecara simetris; 

2) tulisan pengumuman dicantumkan di bawah 
kop Kementerian Pertanian, yang ditulis dengan 
huruf kapital secara simetris dan nomor 
pengumurnan d icantumkan dibawahnya; 

3) kata tentang, yang dicantumkan di bawah 
Pengumurnan ditulis dengan huruf kapital 
secara simetris; dan 

4) rumusan judul pengumuman, yang 
dengan huruf kapital secara simetris di 
ten tang. 

b . Batang Tubuh 
Batang tubuh Pengumuman terdiri atas: 

ditulis 
bawah 

1) alasan tentang perlunya dibuat Pengumuman; 
2) peraturan yang menjadi dasar pembuatan 

Pengumurnan ; dan 
3) pemberitahuan tentang hal tertentu. 

c. Kaki 
Bagian kaki Pengumuman ditempatkan d i sebelah 
kanan, yang terdiri a tas: 
1) tempat dan tanggal penetapan; 

Tata N askah V inas Kem enterian Pertanian - 13 -



2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang 
ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri 
dengan tanda baca koma; 

3) tanda tangan pejabat yang menetapkan; 
4) nama lengka p yang menandatangani , yang 

ditulis dengan huruf awal kapital; 
5) NIP; da n 
6) cap dinas . 

Pengumuman dibuat sesuai dengan Format 13 . 

F. SUSUNAN DAN FORMAT LAPORAN 

Susunan Laporan terdiri atas : 

1. Kepala 

Bagian kepala Laporan memuat judul Laporan yang ditulis 
dalam huruf kapital dan diletakkan secara simetiis. 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh Laporan terdiri atas: 
a. pendahuluan, yang memuat 

maksud dan tujuan, serta 
sistematika laporan; 

penjelasan umum, 
ruang lingku p dan 

b. materi laporan, yang terdiri atas kegiatan yang 
dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, hasil 
pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan 
hal lain yang perlu dilaporkan; 

c. kesimpulan dan saran, sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan; dan 

d. penutup, yang merupakan akhir laporan, memuat 
harapan/ permintaan arahan/ ucapan terima kasih. 

3. Kaki 

Bagian kaki Laporan ditempatkan di sebelah kanan bawah 
yang terdiri atas : 
a. tempat dan tanggal pembuatan Laporan; 
b . nama jabatan pejabat pembuat Laporan, yang ditulis 

dengan huruf awal kapital; 
c . tanda tangan; 
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d . n a m a lengk a p , yang d itu lis den gan huruf awal 
kapital ; d an 

e . NIP. 

La poran dibua t sesuai d enga n Forma t 14. 

G. SUSUNAN DAN FORMAT TELAAHAN STAF 

Susunan Telaahan Staf terdiri atas : 

1. Kepala 

Bagian kepala Telaahan Staf terdiri atas: 
a judul Telaahan Staf yang diletakkan secara simetris di 

tengah atas; dan 
b. uraian singkat tentang permasalahan. 

2 . Batang Tubuh 

Bagia n batang tubuh Telaahan Staf terdiri atas: 

a. persoalan, yang memuat pemyataan singkat dan jelas 
tentang persoalan yang akan dipecahkan; 

b . praanggapan, yang m emuat dugaan yang beralasan, 
berdasarkan data yang a da, saling berhubungan 
sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan 
kemungkinan kejadian di masa yang akan datang; 

c . fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta 
yang merupakan landasan analisis dan pemecahan 
persoalan; 

d. analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap 
persoalan dan akibatnya, hambatan serta 
keuntungan da n kerugiannya, pemecahan atau cara 
bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan; 

e . kesimpulan, yang memuat intisari hasil telaahan, 
yang merupaka n pilihan cara bertindak atau jala n 
keluar; dan 

f. tindakan yang disarankan, yang memuat secara 
ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk 
mengatasi persoalan yang dihadapi. 
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3. Kaki 
Bagian kaki Telaahan Staf ditempatkan di sebelah kanan 

bawah, yang terdiri atas: 
a nama jabatan pembuat Telaahan Staf, yang ditulis 

dengan huruf awal kapital; 
tanda tangan; 
nama lengkap; 
NIP; dan 
daftar lampiran ijika diperlukan). Telaahan Staf dibuat 

sesuai dengan Format 15. 
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Format 1. Instruksi Menteri 

MENTERI PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA 

INSTRUKSI MENTER! PERTANI.AB 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR •••.• TAHUN .•••• 

TENTANG 

MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDOlfESIA, 

hlenimbang : a. bahwa ............................................................... . 

b. bah"'-a ............................................................... . 

~engmgat 1. ............... . ...........•....••.. .....••.......••.............•.......•• 

Untuk 

PERTAMA 

KEDUA 

KE11GA 

KEMPAT 

2 ........................................................................... . 

U:."lGINSTRUKSJKAN: 

I. Nama/jabat:an pegawai; 
2. Nama/jabat:an pegawai; 
3. Dst.. 

Mela.ksanalmn instruksi ini dengan penuh tanggung jawab. 

Ins:t.ruksi .... ini mulai 00-Ia.k:u pada tanggal diU!uazlcln. 

Dikeluarkan ~ ............... . mt'* t:anggal ...................... . 

MENTER! PERTAN.IAN 
REPUBUK INDONESIA, 

Tanda Tangan dan C8p Jabat:an 

NAMA LENGKAP 

Judullnstruksi 
yangdituils 
dengan huruf 
kapital 

Memualuraian 
pokok-pokok 
pikiran I alar 
belakang dan 
alas an 
pembuatan 
instrukst 

Namajabatan 
dan nama 
lengkap yang 
ditulls dengan 
hurufkapital 
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Format 2a. Surat Edaran Yan g Ditandatangani Oleh Menteri 

- 18-

A. Lat:u Bclakant 

MENTER! PERTANIAN 
REPUBLil< INDONESIA 

SURAT EDARAN 
NOMOR ...... TAHUN ..... . 

T ENTANG 

B. Maksud dao Tujuao 

C . Rua.ng Lingkup 

D. Dasar 

E .... ... .... .. ....... .. .......... ... ............................. .. ........... .... .... ............... .. .. 
dan sete rusnya 

Oite ta p kan di ... ..... .. ... .. .... .. . .......... . . 
Pad a tanggal ...... ......... .... .............. .. 

ME:NTERJ PE:RTANIAN 
RE:PUBLIK INDONESIA. 

Tan da Tangan dan Cap Jab a tan 

NAMA LE:NGKAP 

Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian 

Lambang 
negara d an 
nama 
jabatan yang 
Ielah dicetak 

Judul ~.l.l1lll. 
edaran yang 
dilulis dengan 
huru f kapital 

Memuat alasan 
tentang perlu 
drlelapkannya sural 
edaran. maksud 
dan tujuan. ruang 
lingkup, dasarcan 
seterusnya 

Nama jabal an 
dan nama 
lengkap yang 
ditulis dengan 
huru f kapilal 



Format 2b. Surat Edaran Yang Ditandatangani Oleh Selain Menteri 

NAMA IN'STI'I.NSI 

JALAli ................................ .. ....... . 

TELEPON ••.... .•..• .J'AKSIM!LE ......•.•. 

SURAT EDA:RMI 
N'OMOR •....•.. TAHUN ..•..•.. 

TEN'TI'I.NG 

B. MaJr.sud da.n Tuju=> 

C. Rua.ng Linckup 

D. lh.sar 

E. ... . ...... .... ...... .......... .. .... .... ........ ............. ... ..... .... .. ............... ..... ....... . 

dan seteru.saya 

Ditetapkan dj ................................. . 

Pada tanggal ... ............................... . 

NAM.'\ JABATAN, 

Tanda Tangan dan Cap Instansi 

NAMA LENGKAP 
NIP 

~ 
logodan 
nama instansi 
yanglelah 
dicetak 

M 
Penomoran 
yang berurutan 
dalam satu 
lahun lakwim 

~
Judui§.YDI 
edaran yang 
ditulis dengan 
huruf kap11al 

Memual alasan 
tentang perlu 
oitelapkannya 
sural edaran. 

r-r--------, 
Memuat ketentuan 
peraturan 
perundang­
undangan yang 
menjadi dasar 
ditetapkannya surat 
edaran ......., 

~ 
Memuat 
pem!:>eritahuan 
tenlang hal 
tertentu yang 
dianggap 

~ mendesak 

~ 
Kola sesuai 
dengan alamat 
instansi dan 
tanggal 
penandatanganan 

lengkap yang 
ditulis dengan 
huruf kapitaJ 

~------------------------------------------_J 
1 ~=;;a ja~~,: 
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Format 3a. Surat Perinta h Yang Ditandatangani Oleh Menteri 

MENTER! PERTANIAN 
REPUBUK INDONESIA 

SURAT PERIN'TAH 
NOMOR •.• / ••• / .•. / ... 

Menimbang a. bahwa ............................. ........................................... ; 

b . bahwa ..................•.......................•.............•• ... ....•...... ; 

Dasar 1. .............................•...... ... .. ....................... ................... ; 

Kepada 

Untuk 

-20-

2 .................................................. ............ ..... .... ............ . ; 

Memberi Perintah 

1 ....... ............................................... .. ........... .... ............ ; 

.2 . ........... ............... .. ............. ..... .. ... .. ... ..... ........ ..... ...... .. ; 

3 ........................ .. ....... .................................... . ...... .. ..... ; 

4. dan seterusnya. 

1. ······· ·· ·············································· ····-·············· ·· · ····; 

2 . .. ..... .... .......... ........ ............ ........... ............... ........ ... .... ; 

3 ......... ................... .... ...................................... ............. ; 

4. dan seterusnya. 

Jakarta, ...... .............. .... .. ........ . 

Menteri Pertanian 
Repubtik l.ndonesia, 

Tanda Tangan dan Cap Jabatan 

Nama Lengkap 
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Lambang 
negara dan 
n.Jm4l inch:m:;i 
yang telah 
dice tal: 

Nama jabatan 
yang 
menandatangani 

Memual 
peraturan/ 
dasar 
ditetapkannya 
surat perintah 

Daftar pejabat 
yang menerima 
perintah 

Memuat 
substo.1si 
arahan yang 

!UR.e.tilliMI>~ 

Kola sesuai 
dengan alamat 
instansi dan 
tang gal 
penandatanganan 

Nama jabatan 
dan nama 
lengkap ditulis 
dengan hurul 
awal kapital 



Format 3b. Surat Perintah Yang Ditandatangani Oleh Selain Menteri 

Menimbang 

Da.sa.r 

Kepada 

Unruk 

NAMA llfSTANSI 
JAI.AN ....•... .. ... ........ ... ........ ........ .. 

TELEPON .•.... ..... . FAKSIMILE ......... . 

StTRAT PERINTAH 
NOMOR ••• / •• • / •• . / .•• 

a . bahwa •• .. .•••.••••.•••.•...••••.•.. .. ..•••••••..• •... ...••••• •.••.• ..•. ...•. . ; 

'b. bah\VA ... ,,, , •• ••••• ,, .•.......•.• , , ,, ........• , ,, .. , • . , ...••••.. ,,,, ,, , , .. .• ,, .; 

1. .. .............. ....... ......... ... ................ ............ ........... .. . ...... ; 

2 ... .. .............................................................. .... ........... . ; 

lemberi Perintah 

l ...... ...... . .... .................................................................. : 

2 .................. ................... ...... .. ..... .. ........... .............. .. .... ; 

3 ................. .. .......... ............... . ...................................... ; 

4 . dan seterusnya. 

1. .......... .... ..... .... .................... ... ... ....... ..... ....... ....... ... .. .. ; 

2 .................................. ..... .. ........ . ......... ........................ ; 

3 ....................................... ..... ................. .. ...... . ...... .. ..... ; 

4. dan set erusnya. 

Nama JabatAn. 

Tanda Tangan dan Cap lnstansi 

NatnA Lengkap 
NIP 

Logo dan 
nama instansi 
yangtelah 
dlcetak 

J 
Nama jabatan 
yang IY menandatangani 

1'\ peraturanl dasar ~ 
Memual 

ditetapkannya 
s:urat perintah 

Daftar pejabat 
yang 
meoerima 
perintah 

I Memuat 
1 substansi 

~ arahan yang 

~ ...... ..,.~ 
Kota sesuai 
dengan alamat 
instansi dan 
tang gal GJt penandatanganan 

l 
Nama jabalan 
dan nama 
lengkap <fotulis 
dengan huruf 
awal kapital 
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Format 3c. Surat Togas 

"NAMA INSTA"NSI 
JA.LAN .• ..••. .. .•••••.• ..•••• ..•• .••. •.••..• .•.• 

TELEPON .•...... ...• FAKSIMILE •••••• .•.• 

SURATTUGAS 
NOMOR ••. f .•. f .•• f .•.. 

Menimbang a . bahwa ... ...... .......... ....... ...................... ....... ............ ..... ; 

b.babwa .......... ... ............ .... .. ............ ........... .. ... ............. ; 

Dasar ! ..................................... .... ............................ . .... .... .. .... ; 

2 ...... ..................................................... ............... ....... .. ; 

Memberi Tugas 

Kepada I ................. ........ ... . .......... ................... .... ..... .. .... .. ... ..... ; 

2 ................................................................................... ; 

3 ... ... ...... ...... ....................... .... .... ...... ...... ....... ...... ......... ; 

4 . dan seterusnya.. 

Untuk 1. ... .................................... ............................ ...... ......... ; 

Logo dan nama 

1 
instansi yang 

rr-le-la_h_d-ic_e_la_k----, 

Penomoran yang 
berurutan dalam 
satu lahun lakwim 

~~ Nama jabatan 
yang 
menandalangani 

~ 
Memual 
peraturanl dasar 
ditelapkannya 
Sural Tucas 

Daftar pejabat 
yang menerima 
tugas 

l~-----__J 

Memuat 
substansi 
arahan yang 
l1i.U.tgamn 

2 ........... .. ........... ........ ...... ..................... .............. .. ....... . ; >-"""'" 

Tembusa.n: 
l. ......... . 
2 •.......... 
3.W. 

3 ............... .. ..... ...... ............ ....... .......................... . ......... ; 

4 . dan setetusnya. 

Nama Jabalan, 

Tanda Tangan dan Cap lnstansi 

·ama LengJcap 
NIP 
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Kola sesuai 
dengan alamal 
instansi dan 

h.J langgal 
fi' penandatanganan 

l J Nama jabalan 
(\ dannama 

lengkap crtuUs 
dengan huruf 
awal kapital 



Format 4 . Nota Dinas 

NAMA INSTANSI 
JALAN ..••••.•.•.•.•..••.•••.•. .•••....•• .... •.. 
TELE PON •••.•.• •• •• . FAKSIMILE •... ..•... 

Yth. 

Dan 

NOTA DINAS 
NOMOR .. J .. J ... /BLNITHN 

Tanggal : •••.. . ........... . . ...... ........... 

Tanda Tangan 

Nama Lengkap 

Tembusan: 
1 ................ . 
2 .......................... .. 
3 ........................ . 

Penomoran 
yang 
berurutan 
dalam satu 
tahun takwim 

M.MJl\1 
lrulw.an­
Q~mbeQliibuw... 
Q~rm·~ 
al.e\1.. 
~ 
~~ 
rull.o..benma. 
~ g 
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Format 5. Disposisi Seekretariat Jenderal 

SE~IETAR!S JE.NOERAL. No. Aganlll 
LEMBAR DIUOSISI 

KEMEN1ERIAN P£RTANIAN Rl T<J~ -
Slt.al Oeraje4 T anggal P~!f!Y1!Iesaj;jn 

Biaw 1 ~ 1 5M~UitRahtJSia Biau. S.,;~ I ~I!QIU 
lndeb Kode 

N9 SIH.t hn11911 

Pi!f1h81 

~·~~~ 
1¥11/A ~~-

OfT~RUSKAN KEPADA HARAPfUHnJK 

1 ~ro Perl!nGiloa.Jn D 1 ~lltan sesuai ~ Men!an 0 
2. Karo Organls.1sl dan Kepeq;I'Niian D 2 Olke1ahul I Ol~ I Dl~H!fg..-.ak.Jn 0 
3. ll:.ro~ 0 J Di~il)eri I S¥i!11 I PetliPIIHn~ 0 
4 ~ro Keuallgdlft dAn ~rlengk~A D 4 DIP« lilY I PI- I StlltMikat~ D 
S. Karo Umum dan Peflgllldi., D 5 Ol..Japtan )8w1ibln I ~ab l~ng 0 
&. ~ro Ke!jasarna Luar Negeri D 6 Oll~n padoi wakDJJ:rya 0 
7 Kllro HumM $11 111Jofmll5i POOiik 0 7 LaJ)Ofan ~1A/ bic.aralall dlropl5.1Joflln 0 
8 ~pus 01111.1 d!lll SIP D a Konsuhul J .sstldlbn D 
9. ~!:.pus PVf dan Perizlnan Ptw1anlan D '1 Labanakan ~eswl illJiil'l D 
10. K.tpuos Perpust!llkaan dan PTP 0 
11 ~9115 &sial Ekcnomi cBII<P D Clllalill ------ -·~--·- • ·-· -·v•·-·-
12 s.ktt.in Unl ~~K~ D ·~ . ... - ·--.......... 
t 3. Sekrl!4.alt& I TU Seilj&n. Slif Allll dan Blro D -·- -·-~·-··-·--·- "'-·--~--- ----·--·-··-· ·-·- ··--~--·-

14 -·· - -· ..• ... _____ .. _____ - __ .,_ .. D -·--···--·----··-··-· ·-·- . -·-··--· ... ----· ~~-···- _ ... 

S8neUris Jen~Mrat 

#~h diOU"-k•n 1'1 . p~~~ 

Ta"99111 : 
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Format 6a. Surat Undangan Intern dan Surat Undangan Ekstem 
Yang Ditandatangani Oleh Selain Menteri 

AAMA INSTAHSI 

JALAN ···-···· ··-···-·····--·······--·-··-···-·············-· 
TELEPO .... , FAKSIMILE.-... 

Nomo• : •.. . .1 ... 1 .... 1 ... 1 ... gl. . Bh.. n 
s at 
Lsmpe n : 
Hsl : Undangs n 

Yth ........ •.................• 

.............. -·-·-········(A&lesPembli(a dan es ;;,1 ........................... _ ........ .. 

tuuviangt~ll 
va:ldu 

temp a! 

Tembu sa1: 
1. . ......................... . 
2 . ,_ .................. ... .. 
3 ........... _ ......... . .. 

pu ! ................... ....... .. 

es Penulup) ....... ........................... _ 

Nams Jabaian. 

(Tanda Tangan dan Cap lnstansi} 

Nama lenglca;p 
JP 
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Format 6b. Lampiran Surat Undangan Intern dan Surat Undangan 
Ekstem 

Lampi ran Sural .. ... ... .............. ..... . 
Nomor ............................. .. 
Tanggal .............................. . 

OAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG OIUNDANG 

1. . ... ..... .......... ... .................... .... ...... ..... ......... .. ..... ... .. ... ...... .. .... .... ......................... . 

2. .. .. ............... ........ ............... ... ... ....................... ....................... ............ ....... .. .... ... . 

3 ...... ...... ... ................... ... .... ..... ... ..... ......... .... .. ... .. .... .............. .. .... ........... .............. . 

4 ......... .. ... ................................ ............... ................ .... ... .. ... ....... .. ...... .............. ..... .. 

5 .............. .................................. ............................................................ .... ........... .. 

6 ...... .. .......... .......................... ...................... ........... .. ................. .. ..... ...... .... ... ....... . 

7 ............. ......... ... .... ...... ............ ....... ........ ........... ........ ............... ..... ........... ....... ... .. 

8 ............... ................................................................ .. ................. ...... .................. .. . 

9 ................... .... .............................................. .... ................. ......... ....... .... ... ...... .... . 

10 ............................ .................. ................................................................... ....... ... . 

Nams Jabatsn, 

{Tanda T.angan dan Cap lnstsnst) 

Nama Lengksp 

NIP 
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Format 6c. Surat Undangan Intern. dan Surat Undangan Ekstern 
Yang Ditandatangani Oleh Menteri 

Nomor •. ./ .. ./ . ./ . ../. .• 
Sifal 
Lampiran . 
Hal 

MENlERI PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Tgi.,Bin .• Thn. 

Ylh ...................... _ ..... - ........ .. 

•• ·~••••~••-u ••Hu•-• ••••••••••••••••••• 

, .......... ", ..................... (Aline a Pembu<a dan Aline a lsi) ........... ..... ,n.~-- ............ :, . . .. 

hariltanggal 

waktu 

tempat 

~{:A@ 

Tembusan: 
1. .................. .. 
2 ...................... . 
3 .................... ... . 

puk ul .......................................... , ........ _, ............ . 

Menteri Pertanian 
Republik Indonesia. 

(T anda Tang an dan Cap Jabatan) 

Nama Lengkap 

Lambang n!gara 
dan 1ama 
jabatan yang 
telah dicetak 

Tanggal 
pembuatan 
surat 

Alamat tujum yang 
dituhs d1bagian kin, 
dan JUmlahnya 
cukup banyak dapat 
dibuat pada daftar 
lamp1ran 

Nama Jabatan 
dan nama 
lengkap yang 
ditulis dencan 
huruf a~val 
kap~al 
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Format 7a. Sura t Dinas Yang Ditandatangani Oleh Menteri 

Nomor : . .J..J .. J .. J ... 
~f•t 

Lamp iran: 
Hal 

Ylh. ······-···························>o•···· 

MEHTERl PERTANIAA 
REPlJSLIK lltOONESIA 

Tgl. ,Bin., Thn. 

..... ............. ................................ (Aiinea Pembuka) ........................................ . 

..... .. . ....... . ... ..••... .... .......... .............. (Aiinea lsi) ................................................. . 

................................................. (Ai inea Penutup) ........................•...•.....•........ ... 

Tembusan: 
1 . . .....•.... ........ 
2 . ................... ... . 
;j, ..... ................. . 

Menteri Pertanlan 
Republik Indonesia, 

(T and a Tangan dM Cap Jabalan} 

Nama Lengl(ap 
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Kop surat yang 
berupa 
lam bang 
negara dan 
nama jabatan 
yangtelah 
dlcelak 

lang gal 
pembualan 
sur at 

Alamat tujuan 
yang dilulis 
dibag ian k.iri 

Nama Jaba.tan 
dan naJOa 
lengkap yang 
dilulls dengan 
hurufawal 
kapilal 



Format 7b. Surat 
Menteri. 

Din : lS Yang Ditandatangani 

NAMA INSTANSI 
J A LAN ................. ....... ....... . ......... . 
TELEPON •........ _.FAKSIMJLE ... ....•.. 

/~mot : .. .1...1 .. .1 .. .1 .•. 
Sitat : 
ls,..,,n: 
Hal 

Ytll. ·····················-·······--········ 

............................. _ ..... .. ......... .{ s Petnbu'ka) ... 

Tgl.. Bin.. n 

·············· ········· ···················-·-- ·-·A s lso) .. ... ............... .. - ... .. ............... ... .. . 

·-·-···-····· ············-·-·····--.. ·-···.Aline"Penutup) .............. ............................. . 

eni>ussn: 
1 
2 . .... ...... ...... .... .. . 
3 ....... --............ . 

Nama J ab11tan . 

snda Tang an dan Csp lnst.s.n 

N.sma l:e'Og'kap 
NIP 

Oleh Selain 

KopSura. ·s~ 
berupalo{lo. 
osma ~n stai"ISI 
dsoa mat 
lengloaJ>YS'll 
te .dloel.sk 

Nama jabat.sn 
dan ·naJJ\9 
le.ng:ks p yang 
dltu d~gan 
llurut s ~dlcepitsl 

dan pa · NIP 
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Format 8. Kartu Undangan 

MENTER! PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA 

mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapakllbu/Saudara 

pad a acara 

hari .......... ./ (tangga.l} ...... ... , pukul ....................... W IB 

bertempat di .................. .......... . 

• Hsrap hsdjr30 meritsebelumscsra 
dimulsi dsntJndangsn dlba ·a 

• KonflllTISsi: .... _ ..................... . .. 

Pabusn 
LskHaki 
P:erempuan : 
TNI/Polri 
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Format 9a. Surat Kuasa Yang Ditanclatangani Oleh Menteri 

MENTER! PERTANIAN 
REPUBLIK INOONESIA 

SURAl KUASA 
NOM OR ••• J ••• I ... U.~ 

Yang bertanda Iangan di bawah ini, 

nama 

jabalan 

ala mat 

memberi kuasa kepada 

nama 

jab3tan 

ala mat 

untuk ........... .................................. ................................................ . 

Sural kuasa ini clibuat untuk dipergunakan sebagalmana me.st!nya. 

Penerima Kuasa, 

Tanda Tangan 

Nama Lengkap 
NJP 

Jakarta, .. . ... .............. _ 

Menteri Pertanian 
Republlk Indonesia 

Materai dan Tanda Tangan 

Nama Lengkap 

Lambang 
Negaradan 
nama jabatan 
yangtelah 
dlcetak 

Penomoran 
yang 
berurutan 
dalamsatu 
tahun takwim 

Memuat 
idenlilasyano 
memberfka'l 
kuasa 

Memuat 
pemyataan 

19M 
pemberian 
wewenang 
kepada pihak 
lainuntuk 
melakUkan 
suatu ijndakan 
tertentu 

Kola sesual 
dengan alamat 
lnstansi dan 
tanggat 
penandatanganan 
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Format 9b. Surat Kuasa Yan g Ditandatangani Oleh Sela in Menteri 

-32-

NAMA INSTANSI 
JALAN .....•.•..•. .•..•..•...•..••... ..... ...... 

TELEPON ...•.••..•.. .• . FAKSIMILE •.. •• ..•.. •. . 

SURAT KUASA 
NOMOR ... 1 •• .1 ..• 1 •. .1 •.. 

Yang bertanda Iangan di bawah ini, 

nama 

jabal an 

ala mal 

memberi kuasa kepada 

nama 

jabatan 

ala mal 

unlulc. ................... ......................................................................... . 

Sural kuasa ini dibual untuk dipergunakan sebagam>ana mestinya. 

Penerima Kuasa. 

Tanda T angan 

Nama Lengkap 
NIP 

Pemberi Kuasa, 

Materai dan Tanda Tangan 

Nama Lengkap 
NIP 

Tata Naskah Din as Kementerian Pertanian 

~ 
Logodan 
nama inslansi 
yang lelah 
docelak 

Penomoran 
yang 
berurutan 

l./ dalam satu 
J l tahun takwim 

~ 
Memual 
identilas yang 
memberikan 
kuasa 

Memual 
identitas yang 
menerima ;::a 
Memuat 
pemyalaan 
ml.aJlg 

~
:::Eiak 
lain untuk 
melakukan 
sualu lindakan 
tertenlu 

H 
Kola sesuai 
dengan alamat 
instansi dan 
lang gal 
penandatanganan 



Format 10. Berita Acara 

NAMA INSTANSI 
JALAN ••.. •..... .. ..•.. ..••• .•. •. .... .•. .. •. ••.. .. . 

TELEPOti .• •••• .••.••••.. FAKSIMILE ...• .... ..•.. 

BERITA ACARA 
NOMOR .. .1 .. 1 .. 1 .. .1 •.• 

Pada hari ini. . ...... langgal •.• . . . • bulan ...... tahun . . ... kami masing-masing· 

1 ......• (nama pcjabat) •.••... (NIP dan jabalan). selanjutnya disebut PIHAK PERTA'-IA. 

s1M 

2. . .... . .. (pihak lain) •.• 

telah melaksanakan 

....•. .. •.• ..•.•......•..• selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

t ...... ...... ..................... ... ... ............................. .... .. 

2. 9ilJl seterusnya. 

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarl<an ........................ .. 

PIHAK KEDUA, 

Tanda Tangan 

Nama Lengkap ... 
NIP 

Oibual di .................... . 

Mengetahui/Mengesahkan 
Nama Jabatan, 

Tanda tangan 

Nama Lengkap ... 
NJP 

PIHAK PERTAMA, 

Tanda Tangan 

Nama Lengkap .. 
NIP 

dan 

~
Logo 
nama instansi 
yang Ieiah 
dicelak 

~ 
Penomoran 
yang 
berurutan 
dalam satu 
tahun takwim 

J 
Memuat 
identitas para 
pihakyang 

(i melaksanakan 
) kegialan 

Memuat 
kegiatan yang 

, /, dilaksanl!kan 

U 
Kota sesuai 
dengan 
alamal 
instansi 

Tanda 
Iangan para 
pihak dan 
para saksi 

Catatan: Apabila penandatangan PNS supaya membubuhkan NlP 

Tata Naskah Dinas Kemen terian Pertanian - 33 -



Format 11. Surat Keterangan 

- 34-

NAMA INSTANSI 
JALAN ...... .. .. ... .... ................... .. . ..... ..... . 

TELPON .. .... .. .... .. FAKSIMILE ..... ... . 

SURA T KETERANGAN 
NOMOR .. . 1 •• .1 .. ./ ... f ... 

Yang bertanda tangan di bawah rnr, 

nama 

NIP 

jabal an 

dengan ini menerangkan bahwa 

nama 

NIP 

pangkat/golongan 

jabal an 
dan selerusnya 

Pejabat Pembuat Keterangan, 

Tanda Tangan dan Cap lnstansi 

Nama Lengkap 
NIP 

Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian 

~ 
logo dan 
nama 
inslansi yang 
telah dicetak 

Penomoran 
yang berurutan 
dalam satu 
lahun takwim 

Memuat identitas 
yang memberikan 

K keterangan 

Memuat identitas 
yangdiberi 
keterangan 

Memuat 
informasi 
mengenai suatu 
hal alau 
seseorang 

K 
untuk 
kepentingan 
e.din.u; 

Kola sesuai 
dengan alamat 

~ 
ins1ansi dan 
tanggal 
penandatanganan 



Format 12. Surat Pengantar 

NAMA INSTANSI 
JALAN ... .•.•.. ... .•.... .... .. .•••. ........•..•..•.•... . 

TE LPON .•.••..•...•.. FAKSIMILE ......... . 

th . ·····-··················· ···· 

No. 

DrteNI\S t!lnggs l •••. 

Penerima 
Nsms jsbal.sn, 

Tand.s isn_gan 

Nama umg 9p 
IP 

No. Telepon ····· · ···--

SURAT PEHGAI(TAR 
NOMOR •. J ... J .. .I..J, .. 

Pengitlm 
sms bsl:an, 

Tandll Tangan dan Cap lnstan 

Nsms lengkap 
"'iP 

dan 
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Format 13. Pengumuman 

-36-

NAMA INSTANSI 

JALAN ..... ·-··························· ········ ··· ·········· ········ ·· 
TELEPON .. .. ........... FAKSIMILE ..... ...•. 

PENGUMUMAN 
NOMOR ... L .. ./ .... .1 .... ./ .• _ 

TEN TANG 

Oikeluarkan di ....... ······ ·-· 
pada tanggal ... .. .. . 

Nama Jabatan, 

Tanda Tangan dan Cap lostansi 

Nama lengkap 
NIP 

Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian 

~ 
logodannama 
instansi yang 
teiah 
dicetak 

~ 
Penomoran 
yang 
berurutan dalam 
satu tahun 
lakwim 

~ 
Judul 
Pengurm.man 
yang ditulis 

I dengan huruf 
kapital 

Memuat alasan, 
peraturan yang 
men)Sdi dasar, 
dan 

~ 
pemberitahuan 
h!OI"n() h"l 
tertentu yang 
dianggap 
mendesak 

~ 
Kola sesuai 
dengan alamat 
lostansi dan 
tanggal 
penandat.Jgaflafl 

I ) Nama jabatan 
K dannama 

lengkap yang 
ditulis dalam 
huruf awal kapital 



Format 14. Laporan 

A. Pend~huluan 
1. Umum 
2. Mak.sud dan Tujuan 
3. Ruang Ungkup 
4 Dasar 

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan 

C. Hasil yang Oicapai 

D. Kes-impulan dan Saran 

E. Penuiup 

LA PO RAN 
TEN TANG 

DtOuatcll ........ .•. 
~tanggal .... ... . 

Nama Jaoatan Pemouat Laporan. 

Tanda Tangan Dan Gap lnstansi 

Nama Lengkap 
NIP 

~ 
Judul Laporan 
yang diluUs 
dengan nurur 
kapital 

Memuat laporan 
ten tang 
pelaksanaan 
tugas kedinasan 

Kola sesuai 
dengan alamat 
tnstansl. dan 
tanggal 
penan!latanganan. 
nama jabatan, 

n a tangan, dan II a tengkap. 

II 

u 
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Format 15. Telaahan Staf 

I. Persoalan 

TELAAHAN STAF 
TEN TANG 

Bag ian persoalan memuat pernyataan sing kat dan jelas tentang persoalan yang 
akan dipecahkan. 

II. Praanggapan 

Praaroggapan memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data dan sa!ing 
berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan 
kejadian di masa mendatang. 

Ill. Fakta yang Mempengaruhi 

Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan 
analisis dan pemecahan persoalan. 

IV. Analisis 

Bagian ini memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan 
serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan 
atau wu.a bertindak yang mung kin atau dapat dilakukan. 

V. Keslmpulan 

Bagian kesimpulan memuat intisari hasil diskus1 dan pilihan sorta suatu wu.a 
be•tindak atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi. 

VI. Saran 

Bagian saran memuat secara nngkas dan jelas tentang saran tindakan untuk 
mengatasi persoalan yang dihadapi. 

Nama Jabatan Pembuat Telaahan Staf 

Tanda Tangan 

Nama Lengkap 
NIP 

MENTERl PERT AN IAN 

EPUBLIK IND ONESIA, 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN MENTER! PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 21/PERMENTAN/TU.l20/05/2018 
TENTANG 
TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN 

PEMBUATAN NASKAH DINAS 

A Penomoran 

1. Nomor Naskah Dinas Arahan 

a. Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk 
Teknis, Instruksi, SOP, Surat Edaran, dan Keputusan. 

Susunan nomor Naskah Dinas yang berupa 
Peraturan .t-.1enteri meliputi tulisan nomcr dengan 
huruf kapital, nomor naskah (nomor urut dalam satu 
tahun takwim), tulisan tahun dengan huruf kapital, 
dan tahun terbit. Naskah Dinas selain Peraturan 
Menteri, susunan nomor meliputi tulisan nomor 
dengan huruf kapital, nomor naskah (nomor urut 
dalam satu tahun takwim), kode jenis Naskah Dinas, 
kode klasifikasi Arsip, kode unit kerja, bulan (ditulis 
dua digit), dan tahun terbit. 

Contoh Format Penomoran Peraturan Menteri: 

PERATURAN MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 
TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN 
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Contoh Format Penomoran Pedoman: 
PERATURAN MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 000 TAHUN 000 
TENTANG 

PEDOMAN OooooooOooooooooooOo OOOOoOO OOoooO 

Contoh Format Penomoran Petunjuk Pelaksanaan/ 
Petunjuk Teknis: 

KEPUTUSAN MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: 01/KPTS/KKA/M/0 1/20 18 
TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS 

01 
KPTS 
KKA 
M 

01 
2018 

Nomor urut dalam satu tahun takwim; 
Keputusan ; 
Kode Klasifikasi Arsip; 
Kode Menteri; 
Bulan Ke-01 (Januari) ; dan 
Tahun 20180 

Contoh Format Penomoran Instruksi Menteri: 

INSTRUKSI MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: 01/INS/KKA/M/ 01/ 20 18 

TENTANG 

01 Nomor urut dalam satu tahun takwim; INS 
Instruksi; 

KKA Kode Klasifikasi Arsip; 
M Kode Menteri; 
01 Bulan Ke-01 (Januari); dan 
2018 Tahun 20180 
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Contoh Format Penomoran Surat Edaran: 
SURAT EDARAN 

NOMOR: 01/SE/KKA/A/01/2018 
TENTANG 

TATA CARA PENGAJUAN ANGKA KREDIT 
BAGI PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS 

01 
SE 
KKA 
A 

01 
2018 

Nomor urut dalam satu tahun takwim; 
Surat Edaran; 
Kode Klasifikasi Arsip ; 
Kode Unit Kerja; 
Bulan Ke-0 1 (Januari); dan 
Tahun 2018. 

b. Surat PerintahjSurat Tugas 
Susunan penomoran Surat PerintahjSurat Tugas 
sebagai berikut: 
1) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun 

takwim); 
2) kode klasifikasi Arsip; 
3) kode unit kerja; 
4) bulan (ditulis dalam dua digit); dan 
5) tahun terbit. 

Contoh Format Surat PerintahjSurat Tugas: 

SURAT PERINTAH/SUR AT TUGAS 
Nomor: 08/KKA/A/01/2018 

08 
KKA 
A 

01 
2018 

Nomor urut dalam satu tahun takwim; 
Kode Klasifikasi Arsip; 
Kode Unit Kerja; 
Bulan Ke-0 1 (Januari); dan 
Tahun 2018. 

2. Nomor Surat Dinas 
Penomoran Surat Dinas yang ditandatangani oleh Menteri 
terdiri atas: 
a. kode derajat pengamanan Surat Dinas; 
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b. nomor naskah (nomor urnt dalam satu tahun 
takwim); 

c . kode klasifikasi Arsip; 
d. singkatan / akronim nama jabatan; 
e. bulan (ditulis dalam dua digit) ; dan 
f. tahun terbit. 

Contoh Format Penomoran Surat Dinas: 

R-203/KKA / M/ 0 1/ 2018 T-;---;------;---;---

3. Nomor Nota Dinas 

Kode Derajat 
Pengamanan Surat yang 
Bersifat Rahasia 

Nomor Naskah 

Kode Klasifikasi Arsip 

Singkatan/ Akronim 

Bulan 

Tahun Terbit 

Nota Dinas bersifat internal dengan susunan penomoran 
sebagai berikut: 

a. nomor Naskah Dinas (nomor urut dalam satu tahuh 
takwim) ; 

b . kode klasifikasi Arsip; 
c. singkatan/ akronim nama jabatan 
d. bulan (ditulis dalam dua digit); dan 
e. tahun terbit. 

Contoh Format Penomoran Nota Dinas: 

Nomor : 190/KKA/A.5/01/2018; 
190 Nomor urut Nota Dinas dalam satu tahun 

takwim / kalender; 
KKA Kode Klasifikasi Arsip; 
A.5 Singkatan/ akronim namajabatan; 
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01 
2018 

Bula n Ke-01 (Januari); dan 
Tahun 2018 . 

4. Kode Surat Dinas pada unit kerja Eselon I lingkup 
Kementerian Pertanian, sebagai berikut: 
a Menteri Pertanian (M) ; 
b. Sekretariat Jenderal (A) ; 
c. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

(BJ ; 
d . Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (C); 

e . Direktorat Jenderal Hortikultura (DJ ; 
f Direktorat Jenderal Perkebunan (E); 
g. Direktorat Jenderal Petemakan dan Kesehatan 

Hewan(F); 
g . Inspektorat Jenderal (G) ; 
1. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (H); 
j. Badan Penyuluhan dan Pemngembangan Sumber 

Daya Manusia Pertanian (I); 
k. Badan Ketahanan Pangan (J); 
1. Badan Karantina Pertanian (K); 
m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri (A.a) ; 
n . Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan 

Intemasional (A.b); 
o. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian (A.c) ; 
p. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian (A.d); dan 
q . Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian (A.e). 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kode Surat Dinas 
pada masing masing unit kerja Eselon I ditetapkan 
oleh Pimpinan unit kerja Eselon I lingkup Kementerian 
Pertanian. 

B . PENGGUNAAN KERTAS , AMPLOP, DAN TINTA 

Kertas, am plop , dan tinta merupakan media/ sarana surat­
menyurat untuk merekam informasi dalam komunikasi 
kedinasan. 
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1. Kertas Surat 
1) Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas yaitu 

HVS paling sedikit 70 gram untuk kegiatan surat­
menyurat, penggandaan, dan dokumen pelaporan. 

2) Pembuatan Naskah Dinas dari draf hir..gga nett yang 
dibubuhi paraf tidak boleh menggunakan kertas 
bekas karena Naskah Dinas dari draf sampai dengan 
ditandatangani merupakan satu berkas Arsip. 

3) Naskah Dinas yang bernilai guna sekunder atau 
permanen, harus menggunakan kertas dengan 
standar kertas permanen: 
1) gramatur paling sedikit 70 gram/ m 2

; 

2) ketahanan sobek paling sedikit 350 mN; 
3) ketahanan lipat paling sedikit 2,42 (metode 

schopper) atau 2, 18 (metode MIT); 
4) pH pada rentang 7,5-10; 
5) kandungan alkali kertas paling sedikit 0,4 mol 

a sam/ kg; dan 
6) daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa 

paling sedikit 5. 
4) Kertas yang digunakan untuk Naskah Dinas 

ukurannya disesuaikan dengan jenis naskah yang 
terdiri atas: 
1) Naskah Dinas Arahan menggunakan kertas F4 

berukuran 210 x 330 mm; 
2) Naskah Dinas korespondensi menggunakan 

kertas A4 yang berukuran 297 x 2 10 mm ( 8Y4 
x 11% inci); 

3) Naskah Dinas khusus menggunakan kertas A4 
yang berukuran 297 x 210 mm ( 8Y4 x 11% inci); 

4) Laporan menggunakan kertas A4 yang 
berukuran 297 x 21 0 mm ( 8Y4 x 11% inci); 
dan 

5) Telaahan staf menggunakan kertas A4 yang 
berukuran 297 x 210 mm ( 8Y4 x 11% inci) . 

2. Amplop 
Amplop merupakan sarana kelengkapan penyampaian 
surat, terutama untuk surat keluar lembagafinstansi. 
Ukuran, bentuk, dan warna sampul yang digunakan untuk 
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surat-menyurat di lingkungan lembagajinstansi, diatur 
sesuai dengan keperluan lembagajinstansi masing-masing 
dengan mempertimbangkan efisiensi. 

a. Ukuran 
Ukuran amplop yang digunakan untuk pengiriman 
Naskah Dinas disesuaikan dengan jenis, ukuran, dan 
ketebalan Naskah Dinas yang akan didistribusikan. 

b. Wama 
Amplop Naskah Dinas menggunakan kertas berwama 
putih atau coklat muda. 

c . Penulisan Pengirim dan Tujuan 
Pacta amplop harus dicantumkan alamat pengirim 
dan alamat tujuan. Alamat pengirim berupa lambang 
negarafLogo lembagajinstansi, nama lembaga/ 
instansijjabatan, serta alamat lembagajinstansi, 
sedangkan alamat tujuan naskah dinas ditulis 
lengkap dengan nama jabatanjlembagaj instansi dan 
alamat lembagajinstansi. 

d. Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke Dalam 
Sampul 
Surat yang siap untuk dikirim d ilipat sesuai ukuran 
amplop dengan mempertemukan sudut-sudutnya 
agar lipatannya lurus dan rapi dengan kepala surat 
menghadap ke depan ke arah penerimajpembaca 
surat. Pacta amplop yang mempunyai jendela kertas 
kaca, kedudukan a lamat tujuan pada kepala surat 
harus tepat pacta jendela am plop. 
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Contoh Format Melipat Kertas Surat 

0 

Lem bar Kertas Surat 

0 

c ) 

l(etiga, surat 

tlimasukkan ke tla lam 

sampul tlengan bagian 

ke pala surat 

menghatlap ke tlepan 

ke arah pem baca 

penerima surat 

0 

Pertama, sepertiga ba~an 

bawah lembaran kertas 

surat tl ilipat ketlepan 
i 

r- 0 

\ 
Ketl ua, sepertiga ba~an 

atas lembaran kertas surat 

tl ilipat ke belakang 

(..__ _ __,) 

Palla sampul yang 

menggunakan jen tlela kertas 

kaca, a lamat tujuan patla 

kepala surat harus tepat tli 

balik jen tlela kertas 
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3 . Tinta 
Tinta yang digunakan untuk surat-me nyurat berwama 
hitam, sedangkan untuk penandatanganan surat berwarna 
hitam atau biru tua. Tinta berwama merah hanya 
digunakan untuk penulisan tingka t keamanan surat 
rahasia atau sangat rahasia . Penggunaan wama tinta cap 
dinas berwarna ungu . 

C. KETENTUAN JARAK SPASI , JENIS DAN UKURAN HURUF, 
SERTA KATA PENYAMBUNG 

1. Jarak Spasi 
Dalam penentuan jarak spasi, memperhatikan aspek 
keserasian, estetika, dan banyaknya isi Naskah Dinas 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. jarak an tara judul dan isi yaitu dua spasi; 
b . jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris 

pertama dengan baris kedua yaitu satu spasi; 
c. jarak an tara judul dan subjudul yaitu em pat spasi; 
d . jarak antara subjudul dan uraian yaitu dua spasi ; 

dan 
e. jarak masing-masing baris disesuaikan dengan 

keperluan . 

2. Jenis dan Ukuran Huruf 
a. jenis huruf yang digunakan untuk Naskah Dinas 

Arahan yaitu bookman old style ukuran 12. 
b. j enis Naskah Dinas selain Naskah Dinas Arahan 

menggunakan huruf arial ukuran 11 atau 12. 

3 . Kata Penyambung 
Kata penyambung merupakan kata yang digunakan 
sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman 
berikutnya Uika naskah lebih dari satu halaman). Kata 
penyambung ditulis pacta akhir setiap halaman pacta 
baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman 
dengan urutan kata penyambung dan tiga buah titik. 
Kata penyambung itu diambil persis sama dari kata 
pertama halaman berikutnya . Jika kata pertama dari 
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ha laman berikutnya menunjuk pasal a tau d ibe1 i garis 
bawah a ta u dieeta k miring, kata penyambung juga harus 
dituliskan sama. Kata penyambung tidak digunakan untuk 
pergantian bagian. 

Contoh: Penulisa n ka ta penyambung pada halaman 1 baris 
pa ling bawah yaitu media ... 

media.. . ~ Kata Pen yam bung 

Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri yaitu : 

- 2 -

m edia elektonik ....... . ................. .. .. .... ..... dst 

D . PENENTUAN BATAS/RUANG TEPI 

Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan 
Naskah Dinas, perlu diatur agar tidak seluruh permukaan 
kertas d igunakan seeara penuh. Oleh karena itu , perlu 
ditetapkan batas antara tepi kertas dan naskah, baik pada 
tepi atas , kanan, bawah, maupun tepi kiri sehingga terdapat 
ruar1g yang dibiarkan kosong. Penentuan niang tepi dilakukan 
berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang 
digunakan untuk membuat Naskah Dinas, meliputi: 

1. ruang tepi atas, jika: 
a . menggunakan kop Naskah Dinas, 2 spasi dibawah 

kop; atau 
b . tanpa menggunakan kop Naskah Dinas, paling sedikit 

2 em dari tepi atas kertas. 

2 . ruang tepi bawah , paling sedikit 2 ,5 em dari tepi bawah 
kertas. 

3 . ruang tepi kiri, paling sedikit 3 em dari tepi kiri kertas; 
dan 
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4 . ruang tepi kanan, paling sedikit 2 em dari tepi kanan 
kertas . 

Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi bersifat 
fleksibel , disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu 
Naskah Dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi 
dalam paragraf) memperhatikan aspek keserasian dan estetika. 

E. NOMOR HALAMAN 

Nomor halaman Naskah Dinas ditulis dengan menggunakan 
nomor urut angka Arab dan dicantumkan secara simetris 
di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung (-) 
sebelum dan setelah nomor, kecuali halaman pertama Naskah 
Dinas yang menggunakan kop Naskah Dinas tidak perlu 
mencantumkan nomor halaman. 

F. TEMBUSAN 

Bagian ini 
menunjukan 

dicantumkan di 
bahwa pihak 

mengetahui isi surat. 

G. LAMPIRAN 

sebelah kiri bawah, 
yang diberi tembusan 

yang 
perlu 

Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran 
harus diberi nomor urut dengan angka Arab. Nomor halaman 
lampiran merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya. 

H. PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA, LOGO LEMBAGA, ATAU 
INSTANSI 

Lambang negara, logo, dan cap dinas digunakan dalam Tata 
Naskah Dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang 
bersifat tetap dan resmi. 

1. Penggunaan Lam bang N egara 

Penggunaan Lambang Negara dilakukan dengan 
keten tuan se bagai beriku t: 

a. Lambang Negara yang digunakan pada surat jabatan 
Menteri dengan ketentuan: 
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1) Lambang Negara Burung Garuda 
2) Warna Kuning Emas 
3) Bertu1iskan MENTER! PERT AN IAN 

REPUBLIK INDONESIA 
4) Cap DinasjStempel Cap jabatan Menteri 

Pertanian 

b. Lambang negara berwama biru digunakan oleh 
pimpinan unit kerja eselon I jika mewakili/ atas nama 
Menteri dengan ketentuan: 
1) Lambang Negara Burung Garuda 
2) Warna Biru 
3) Bertuliskan MENTER! PERTANIAN 

REPUBLIK INDONESIA 
4) Cap DinasjStempel Cap Dinas Kementerian 

2. Penggunaan Logo 

a. Logo men1pakan tanda pengenal atau identitas 
berupa simbol atau huruf yang digunakan dalam 
Tata Naskah Dinas sebagai identitas agar publik lebih 
mudah mengenalnya. Penggunaan Logo diletakkan di 
sebelah kiri kepala surat. 

b) Logo Kementerian Pertanian telah diatur sesuai 
dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/ 
Kptsj Um/3/ 1978 tentang Penetapan Lambang 
Departemen Pertanian. 

c) Logo digunakan oleh pejabat berwenang pacta 
lembaga Pemerintah Pusat dan daerah, lembaga 
pemerintah nonkcmcntcrian, sckrctariat lcmbaga 
ncgara, dan lcmbaga negara lainnya. 

d) Logo digunakan pacta kop Naskah Dinas, cap dinas, 
amplop dinas, dokumen resmi yang diterbitkan 
oleh instansi, stop map, gedung/ papan nama 
kantor, kartu nama/ tanda pengenal pegawai, tanda 
pengenal pin pegawai, label barang milik negara, situs 
resm 1, dan keperluan lain yang memerlukan simbol. 
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3. Penggunaan Logo pada Kop Naskah Dinas 

a. Pejabat yang berwenang menggunakan kop Naskah 
Dinas instansi dengan menggunakan logo yaitu 
pejabat yang berwenang pada kementerian , lembaga, 
atau pemerintah daerah . 

b . Bentuk dan spesifikasi cap instansi dengan logo 

sebagai berikut: 
1) Logo pada kop Naskah Dinas dicantumkan 

berdasarkan bentuk, perbandingan ukuran , 
dan wama yang telah diatur sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku ; 

2) Bentuk kop Naskah Dinas dengan menggunakan 
logo, yang terletak di tepi atas kertas dan berada 
di sebelah kiri, diikuti dengan tulisan nama 
kementerian dan alamat lengkap yang terletak 
di sebelah kanan sejajar dengan logo. Tulisan 
nama kementerian dicetak tebal dengan huruf 
kapital tipe aria! ukuran 16 dengan wama biru 
dan alamat lengkap ditulis dengan huruf kapital 
berukuran 8; dan 

3 ) Bentuk dan spesifikasi kop Naskah Dinas dengan 
menggunakan logo dapat dilihat pada gambar 
berikut: 

1 ,2~cr 1t-~( ----~~~= -4-

I~~. : I .._ I 
! ! __ _; _________________ ,;_ __ 

REPUBLIK INDONESIA Ukunu1 Huruf 12 

KEMENTERIAN PERTANIAN ~ u~ruranHwufl6 
JAWI HARSONO RM NOMOR 3 P,._SAR MINGGU. JAKARTA 12550} 

KOTAK POS 8311200/PAS,._R MINGGU 
TELEPON : (021) 7804116 -7806131 , FAKSIMJLE : (021) 7806305 i<uno>> Huruf 8 

.W~ htlp:l/wwW.peJ1anlon.go.ld 

l ..;i, cm & 

c . Penggunaan Kop Naskah Dinas 
Kop Naskah Dinas yang digunakan dibuat di atas 
kertas berukuran Folio dan A4 dengan huruf 
(tulisan) berwarna biru dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
1. Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli atas nama 

sendiri menggunakan kop Naskah Dinas: 
a) Warna Biru 
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b) Bertuliskan REPUBLIK INDONESIA 
KEMENTERIAN PERT AN IAN 

2) Pimpinan Unit Kerja Eselon II di lingkungan 
Sekretariat Jenderal atau pejabat lain yang 
ditunjuk/ dilimpahi wewenang menandatangani 
surat a .n . ju.b. Sekretaris Jenderal mengguna­
kan kop Naskah Dinas dengan ketentuan: 
a) Warna Biru 
b) Bertuliskan : REPUBLIK INDONESIA 

KEMENTERIAN PERT AN IAN 

3) Pimpinan Unit Kerja Eselon II di lingkungan 
Sekretariat Jenderal yang ditunjuk/ 
dilimpahi wewenang menandatangani surat, 
menggunakan kop Naskah Dinas dengan 
ketentuan: 
a) Warna 
b) Bertuliskan 

Biru 
KEMENTERIAN PERT AN IAN 
SEKRETARIATJENDERAL 

4) Inspektur Jenderal dan Pimpinan Unit Eselon 
II di lingkungan Inspektorat Jenderal dan atau 
pejabat lain yang ditunjuk/ dilimpahi wewenang 
menandatangani surat, menggunakan kop 
Naskah Dinas dengan ketentuan: 
a) Warna Biru 
b) Bertuliskan : KEMENTERIAN PERTANIAN 

INSPEKTORAT JENDERAL 

5) Direktur Jenderal dan Pimpinan Unit Kerja 
Eselon II pada Direktorat Jenderal tersebut 
dan yang ditunjuk/ dilimpahi wewenang 
menandatangani surat, menggunakan kop 
Naskah Dinas dengan ketentuan: 
a) Warna Biru 
b) Bertuliskan : KEMENTERIAN PERTANIAN 

DIREKTORAT JENDERAL ... 
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6) Kepala Badan dan Pimpinan Unit Kerja Eselon 
II pada Bada n tersebut atau pejabat 
lain yang ditunjuk/ dilimpahi wewenang 
menandatangani surat, menggunakan kop 
Naskah Dinas dengan ketentuan: 
a) Warna Biru 
b) Bertuliskan : KEMENTERIAN PERTANIAN 

BADAN ..... ...... .. . 

7) Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal atau 
pejabat lain pada pusat tersebut yang ditunjuk/ 
dilimpahi wewenang menandatangani surat a .n . / 
u .b. Kepala Pusat, menggunakan kop Nsakah 
Dinas dengan ketentuan: 
a) Warna Biru 
b) Bertuliskan : KEMENTERIAN PERTANIAN 

SEKRETARIAT 000000000000 

PUSAT 0000000000000000000000 0000 000 

8) Kepala Balai/Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
di lingkungan Kementerian Pertanian atau 
pejabat lain yang ditunjuk/ dilimpahi wewenang 
menandatangani surat a.n./ u.b. Kepala Balai/ 
UPT -nya , menggunakan kop Naskah Dinas 
dengan ketentuan: 
a) Warna Biru 
b) Bertuliskan : KEMENTERIAN PERTANIAN 

Nama Unit Eselon I 
Nama Unit Eselon II 
Nama Balai/UPT 

4 . Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Keija Sarna 
a. Dalam keija sama yang dilakukan antarpemerintah 

(G to G) , menggunakan map Naskah Dinas dengan 
Lambang Negara. 

b. Tata letak logo dalam peijanjian keija sama sektoral, 
baik antarkementerian, kabupatenjkota (di dalam 
negeri), logo yang dimiliki lembaga/ instansi masing­
masing diletakkan di atas map naskah perjanjian. 
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c. Instansi yang telah memiliki sertifikat ISO dapat 
dicantumkan di sebelah kanan atas pada kepala 
Naskah/ Surat Dinas. Dalam hal unit kerja memiliki 
lebih dari dua buah logo dalam kerja sama, dapat 
dicantumkan pada sisi 
NaskahjSurat Dinas. 

bagian paling bawah 

I. PENGATURAN PARAF NASKAH DINAS DAN PENGGUNAAN CAP 

1. Pengaturan Paraf Naskah Dinas 

Pembubuhan paraf secara hierarkhis sebagai berikut: 

a . Setiap Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh 
pejabat yang betwenang harus di paraf oleh pejabat 
satu tingkat di bawahnya yang bertugas menyiapkan 
konsep Naskah Dinas. Paraf dibubuhkan di sebelah 
kanan/ sesudah nama penandatangan Naskah Dinas. 

b . Naskah Dinas yang tidak bersifat mengatur / surat 
biasa cukup dibubuhkan satu paraf. 

c. Untuk Naskah Dinas Arahan dalam bentuk 
Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan/ 
Petunjuk Teknis, Instruksi, SOP, dan Keputusan 
dibubuhkan dua paraf. Paraf pertama di sebelah kiri/ 
sebelum nama penandatangan Naskah Dinas yaitu 
paraf pejabat dua tingkat di bawah penandatangan 
Naskah Dinas dan paraf ke dua di sebelah kanan/ 
sesudah nama penandatangan Naskah Dinas yaitu 
paraf pejabat satu tingkat di bawah penandatangan 
Naskah Dinas. Pembubuhan paraf mengacu pada 
Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai 
pembentukan peraturan perundang undangan 
lingkup Kementerian Pertanian. 

d. Naskah Dinas asli yang di paraf harus disimpan 
sebagai pertinggal/ Arsip, sedangkan yang 
didistribusikan/ edarkan yaitu Naskah Dinas yang 
tidak terdapat parafnya. 
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Contoh: 

Paraf Pejabat Dua 
Tingkat di bawah 
Pendandatangan 
Naskah Dinasjyang 
Membida ngi 
Hu ku m 

2 . Penggunaan Cap 

NAMA JABATAN, 

NAMA PENANDA TANGAN 

Paraf Pejabat Satu 
Tingkat d i bawah 
Pendandatangan 
Naskah 
Dinas/ Pengusul 

Paraf Pejabat 
Satu Tingkat d i 
bawah 
Pendan datangan 
Naskah Dinas 

a . Pejabat yang berwenang menggunakan cap instansi 
yaitu pejabat yang lnendapat pelimpahan/ 
penyerahan wewenang dari pejabat negara untuk 
menetapkanjmenandatangani Naskah Dinas. 
Cap instansi juga digunakan dalam jajaran 
kesekretariatan instansi. Cap instansi men&:,ounakan 
logo instansi. 

b. Naskah kerja sama antar-instansi pemerintah 
(kementelian, lembagajinstansi pemerintah 
nonkementerian, provinsi, kabupaten, dan kota) di 
dalam negeri menggunakan ca p jabatanjinstansi 
masing-masing. 

c. Setiap naskah kerja sama pemerintah (dengan luar 
negeri) tidak menggunakan cap. 

d. Cap yang digunakan untuk Naskah Dinas yang 
membutuhkan tingkat pengamanan tinggi (Naskah 
Dinas sangat rahasia) , menggunakan cap yang 
dicetak timbul (emboss) tanpa menggunakan tinta 
dengan maksud untuk menghindari penyalahgunaan 
pemakaian. 

e . Bentuk dan spesifikasi cap dinas dengan logo sebagai 
berikut: 
Lingkaran pertama yaitu lingkaran paling luar. Pada 
lingkaran kedua, di bagian atas tercantum tulisan 
nama kementerian. Pada lingkaran ketiga, terdapat 
logo. Di antara kedua tulisan tersebut, diberi tanda 
berupa bintang segi lima dengan ukuran sesuai 
dengan huruf. 
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f, Cap jabatan Menteri yaitu cap jabatan yang 
digunakan untuk Naskah Dinas yang berupa 
peraturan, instruksi, dan keputusan , serta Naskah 
Dinas yang langsung ditandatangani oleh Menteri. 
Contoh: 

g. Cap dinas Kementerian yaitu cap dinas yang 
digunakan untuk keputusan, dan jenis surat yang 
ditandatangani oleh pimpinan unit kerja eselon I atas 
nama Menteri Pertanian. 
Contoh: 
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h . Cap dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal, 
Sekretariat Jenderal , Badan, Direktorat J enderal 
yaitu cap dinas yang digunakan untuk jenis surat 
dinas, keputusan, yang ditandatangani oleh pejabat 
unit kerja eselon I yang bersangkutan atau yang 
mendapat pelimpahan. 

Contoh: 
Sekretariat Jenderal 
Menggunakan Cap 

Ditjen Tanaman Pangan 
Menggunakan Cap 

Ditjen Perkebunan 
Menggunakan Cap 

Ditjen Prasarana dan 
Sarana Pertanian 
Menggunakan Cap 

Ditjen Hortikultura 
Menggunakan Cap 

Ditjen Peternakan dan 
Kesehatan Hewan 
Menggunakan Cap 
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Inspektorat Jenderal 
Menggunakan Cap 

Badan Penyuluhan dan 
Pengembangan SDM 
Pertanian 
Menggunakan Cap 

Bad an Karan tina Pertanian 
Menggunakan Cap 

Badan Penelitian dan 
Pengem bangan 
Menggunakan Cap 

Badan Ketahanan 
Pangan 
Menggunakan Cap 

1. Pacta UPI', cap dinas yang digunakan oleh UPI' di 
lingkungan Kementerian Pertanian ialah cap dinas 
biasa yang ditamlalaugaui oleh Kepala UPT atau 
pejabat lain yang ditunjuk/ dilimpahi wewenang 
untuk menandatangani surat. 
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Contoh: 

Keterangan dari isi cap dinas sebagai berikut: 
1) Tulisan KEMENTERIAN PERT AN IAN 
2) Tulisan Unit Kerja Eselon I atasan UPT 
3) Tulisan UPT (nama UPT yang 

bersangku tan) 

J . PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN, DAN RALAT 

Perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat Naskah Dinas 
dapat dilakukan dengan syarat hams jelas menunjukkan 
Naskah Dinas atau bagian mana dari Naskah Dinas yang 
diadakan perubahan, pencabutan, pembatalan, dan / ata u 
ralat. 

1. Batasan 
a. Perubahan 

Perubahan yaitu mengubah bagian tertentu dari 
Naskah Dinas yang dinyatakan dengan lembar 
perubahan. 

b . Pencabutan 
Pencabutan yaitu mencabut Naskah Dinas tertentu 
karena bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi , 
khusus, atau Naskah Dinas yang baru ditetapkan. 

c. Pembatalan 
Pembatalan yaitu menyatakan bahwa selumh materi 
Naskah Dinas tidak diberlakukan lagi melalui suatu 
pernyataan pembatalan dalam Naskah Dinas yang 

baru. 
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d. Ralat 
Ralat yaitu perbaikan yang dilakukan terhadap 
sebagian materi Naskah Dinas melalui pernyataan 
ralat dalam Naskah Dinas yang barn. 

2 . Tata Cara 

a. Naskah Dinas yang bersifat mengatur, jika diubah, 
dicabut, atau dibatalkan, harus diubah, dicabut, atau 
dibatalkan dengan Naskah Dinas yang setingkat atau 
lebih tinggi . 

b. Pejabat yang berhak menentukan perubahan, 
pencabutan, dan pembatalan yaitu pejabat yang 
menandatangani Naskah Dinas tersebut atau oleh 
pejabat yang lebih tinggi kedudukannya. 

c. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti 
salah ketik, dilaksanakan oleh pejabat yang 
menandatangani Naskah Dinas. 

ME~ERI PERTANIAN 
RE BLIK INDONESIA, 

.~. MrJ\/) 
~NSULAIMAN 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN MENTER! PERTANIAN 

REPUBLIKINDONESIA 

NOM OR 21 /PERMENTAN /TU.120 /05/2018 
TENTANG 

TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN 

KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS 

KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS 

TABEL KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS 

No. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

II. 

12. 

13. 

Jenis Naskah 
Dinas 

Instruksi 

Surat Edaran 

Surat Perintah 

Sural Dinas 

Nota Dinas 

Surat Undangan 

Surat Kuasa 

Berita Acara 

Surat 

Keterangan 

Surat Pengantar 

Pengumuman 

Laporan 

Telahaan Staf 

Menteri Staf Ahli 

Seken / 
Diijen/ 

KaBadan/ 
!Ijen 

Direktur/ 

Karo/ 
Sesitjenj 

Sesditjen/ 
Sesba/ Kapus 

Kabag/ 
Kabid/ 

Kasubdit 

Kasubbag/ 

Kasubdit/ 
Kasie 

B . KETENTUAN PENANDATANGANAN SURAT DINAS YANG 

MENGGUNAKAN GARIS KEWENANGAN 

1. Atas Nama (a.n.) 

Atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat 
yartg menandatangani Surat Dinas telah diberi kuasa oleh 

pejabat yang bertanggungjawab berdasarkan bidang tugas 

dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Tanggung 

jawab tetap berada pada pejabat yang melimpahkan 

wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan 

wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada 

pejabat yang melimpahkan wewenang. 
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Susunan penandatanganan atas nama (a.n .) pejabat lain 
yaitu nama pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan 
huruf kapital pacta setiap awal kata, didahului dengan 
singkatan a .n. 
Contoh: 

a .n. Menteri Pertanian 
Sekretaris Jenderal ...... .... . ..... . ..... .. , 
Tanda tangan 
Nama 

2 . Untuk Beliau (u.b .) 
Untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika pejabat 
yang diberi kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat 
satu tingkat dibawahnya sehingga untuk beliau (u .b .) 
digunakan setelah atas nama (a.n.). 
Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai 
dua tingkat struktur di bawahnya. Tanggung jawab 
tetap berada pacta pejabat yang melimpahkan wewenang 
dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang 
harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang 
melimpahkan wewenang. 
Contoh: 

a .n . Menteri Pertanian 
Sekretaris Jenderal, 

u.b. 
Kepala Biro .... ... . .... .... . . ... .... . , 
Tanda tangan 
Nama 

3 . Pelaksana Tugas (Plt.) 
Pelaksana tugas (Plt.) digunakan jika pejabat yang 
berwenang menandatangani Naskah Dinas belum 
ditetapkan karena menunggu ketentuan bidang 
kepegawaian lebih lanjut. Pelimpahan wewenang 
bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang definitif 
ditetapkan. 
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas organisasi , seorang 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diperintahkan sebagai 
pelaksana tugas dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. PNS yang diperintahkan sebagai pelaksana tugas 

tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya; 
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b . penunj ukan PNS sebagai pela ksana tugas tida k 
perlu diteta pka n d en gan keputusa n m ela inkan 
cukup denga n Surat Perintah d a ri pejaba t yan g 
m emberikan mandat; 

c . pelaksana tugas bukan jabata n definitif, oleh ka rena 
itu PNS yang diperintahkan sebagai pelaksana 
tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktura l, 
sehingga dalam Surat Perintah tidak perlu 
dicantumkan besarnya tunjangan jabatan; 

d. pengangkatan sebagai pelaksana tuga s tidak boleh 
menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari 
ja bata n definitifnya , dan tunjangan ja bata nnya tetap 
dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya ; 

e. PNS atau pejabat yang menduduki jabatan 
pimpinan tinggi , jabatan administrator, atau jabatan 
pengawas hanya dapat diperintahkan sebagai 
pelaksana tugas dalam jabatan pimpinan tinggi, 
jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang 
sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit 
kerjanya ; 

f. PNS yang menduduki jabatan pelaksana atau jabatan 
fungsional hanya dapat diperintahkan sebagai 
pelaksana tuga s dalam jabatan pengawas; 

g. pelaksana tugas tidak berwenang m engambil 
keputusan dan/ atau tindakan yang bersifat strategis 
yang berdampak pacta perubahan status hukum pacta 
aspek kepegawaian; 

h. pelaksana tugas tidak berwenang mengambil 
keputusan dan/ atau tindakan dalam aspek 
kepegawaian yang meliputi pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian pegawai; 

i. pelaksana tugas m emiliki kewenangan mengambil 
keputusan dan/ a tau tindakan selain keputusan dan/ 
atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak 
pacta perubahan status hukum pacta aspek 
kepegawaian; dan 

j . pelaksana tugas (Plt .) berwenang: 
1) . menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian 

prestasi kerja; 
2) menetapkan kenaikan gaji berkala; 
3) menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan 

Negar a (CLTN); 
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4) menetapkan surat penugasan pegawai; 
5) menyampaikan usul mutasi kepegawaia n kecuali 

perpindahan antar-instansi; dan 
6) memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi 

jaba tan pimpinan tinggi / administrasi, dan izin 
tidak masuk kerja. 

Contoh: 
Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan, 

Tanda Tangan 
Nama Lengkap 

4 . Pelaksana Harian (Plh .) 
Pelaksana harian digunakan jika pejabat yang berwenang 
menandatangani Naskah Dinas tidak berada ditempat 
karena sedang melakuka n kunjungan ke daerah 
atau luar .negeri , 
mengikuti pendidikan dan pelatihan, menunaikan ibadah 
haji, dirawat di rumah sakit, cuti atau alasan lainnya 
sehingga untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari­
hari agar setiap atasan dari pejabat yang tidak dapat 
melaksanakan tugas segera menunjuk pejabat lain di 
lingkungannya. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, 
sampai dengan pejabat yang definitif kembali di tempat. 
Ketentuan mengenai pelaksana tugas sebagaimana 
dimaksud dalam angka 3 huruf a sampai dengan huruf j 
berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan 
untuk pelaksana harian. 
Contoh: 

Plh. Kepala Biro Umum dan Pengadaan, 
Tanda Tangan 
Nama Lengkap 

MENT RI PERTANIAN 
REPU IK INDONESIA, 
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